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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas
limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2017, dapat diselesaikan.

Laporan tahunan ini menguraikan secara
diskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Tahun 2017, yang meliputi bidang
teknis  yustisial, administrasi kepaniteraan = dan

Kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta

bidang teknologi dan informasi.

Disamping itu, diuraikan pula evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa
hambatan, dan cara pemecahannya. Pada akhir laporan dimuat pula Rencana Kinerja
Tahun 2018 yang disusun sesuai pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Satuan Organisasi/Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan ini, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Se Jawa Timur
dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2017, selanjutnya untuk
dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas
dan fungsi dimasa yang akan datang, dan sebagai bahan informasi kepada semua
pihak yang berkepentingan, khususnya jajaran Pimpinan Pengadilan Agama Jawa

Timur.

Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami
sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan
saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang

akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

— Surabaya 02 Januari 2018
¥ fﬂ.ﬁ E.l "I
A g tua PengadllanImggi Agama
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BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 disebutkan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha mnegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tersebut, khusunya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24
telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah
Undang Nomor 4 tahun 2004 yang sudah diubah menjadi Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman ayat (1) dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi,
dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian
berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan

Satu Atap.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi,
dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 49
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Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan kedua dari
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 , Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan
kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan

kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang nomor 48
tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat)
lingkungan peradilan telah terbit Peraturan Mahkamah Agung nomor 7
tahun 2015, dimana mengatur secara detail tentang bentuk organisasi dan
tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai kelengkapan

organisasi peradilan.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung,
dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung dan Pengadilan
dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya selama tahun 2017 telah melakukan beberapa kegiatan
peningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Jawa Timur.
Untuk Gedung Kantor diantaranya : finishing pembangunan gedung
kantor Pengadilan Agama Ngawi, Renovasi dan Perluasan Gedung
Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, Sampang dan Bondowoso, serta
rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan
rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo.

Untuk sarana kantor dan penunjang kerja pegawai pada tahun

2017, seluruh satuan kerja diantaranya Pengadaan Peralatan dan mesin
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untuk alat pengolah data dan komunikasi pendukung Kesekretariatan
serta Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung Sistim
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tahun 2011, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memiliki website yang dapat
diakses oleh seluruh masyarakat dan terus diupdate serta telah tersedia
meja informasi dengan kelengkapannya. Hal ini diharapkan dapat
memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi
tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara,
putusan dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus
dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen
yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas
kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan
transparansi sistem peradilan itu sendiri. Pada tahun 2017 seluruh
Pengadilan Agama Se Jawa Timur telah menggunakan sistem absensi
Online untuk memantau data kehadiran aparatur sipil negara.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari
Mahkamah Agung RI, untuk pengelolaan data kepegawaian telah
mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi online dari
Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung R.I. melakukan
pembinaan teknis dan administrasi yustisial pada bulan Mei 2016 di
Denpasar telah memberlakukan penggunaan aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.1.2 sebagai versi awal. Saat ini seluruh
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Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah
menggunakan Versi 3.2.0 per Desember 2017 sebagai implementasi
perintah Ketua Mahkamah Agung pada acara launching SIPP versi 3.2.0
dan penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM) di
Makasar. Versi 3.2.0 adalah versi terkini dari Sistem Informasi
Penelusuran Perkara, pembeda dengan SIPP versi sebelumnya, selain
telah berubah secara template versi ini merupakan Sistem Informasi
Penanganan Perkara (Case Management System) yang digunakan oleh
empat lingkungan peradilan dengan data yang telah terintegrasi dengan
direktori putusan dan proses Tabayun. Sehingga dapat menjadi sistem
informasi eksekutif bagi para pimpinan dalam merumuskan kebijakan
organisasi. Kehadiran SIPP bagi Mahkamah Agung pada hakikatnya
merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
yang telah disempurnakan dengan SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain itu, penerapan
teknologi informasi merupakan instrumen untuk melakukan modernisasi
manajemen perkara yang digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan
Peradilan 2010-2035.

Sementara itu, implementasi website Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya beserta seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur telah memuat
transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara dan akan terus di
update. Sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh
masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa
peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan dalam
rangka mewujudkan pelayanan prima sebagai implementasi dari

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
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B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada visi
Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara
Indonesia, yaitu, Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang
Agung.

Untuk  mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai

berikut:

1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan;

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya
menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi
Agama dan Pengadilan Agama se Jawa Timur;

3. Memberikan Pelayanan Publik yang Prima dan Keterbukaan Informasi
di Bidang Hukum Kepada Masyarakat;

4. Mewujudkan Kesatuan Pola Tindak dan Pola Kerja sehingga diperoleh

Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

C. RENCANA STRATEGIS

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan
kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan
penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip
utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik,
dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya
good governance. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035,
Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya
merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi

dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi
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pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan
(access to justice). Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program
utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan
dengan berbagai sarana dan media, reformasi birokrasi serta program
sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM). Dalam rangka
peningkatan program tersebut, di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, telah ditetapkan beberapa rencana strategis oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diantaranya adalah melanjutkan
kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan melanjutkan
pembangunan dan renovasi beberapa gedung kantor Pengadilan Agama
yang masih belum memenuhi standar, serta pada tahap awal telah
ditetapkan Pengadilan Agama yang mengikuti program sertifikasi
akreditasi penjaminan mutu sebanyak 10 Pengadilan Agama untuk tahun
2017 yang telah menerima sertifikat.

Perwujudan Kesatuan Pola Tindak dan Pola Kerja sehingga
diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat, salah satunya diwujudkan
dalam Buku yang berjudul “Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan
Agama” dan “Konfigurasi & Dinamika Hukum Peradilan Agama”
disusun oleh Tim Penyusun Inventarisasi Permasalahan Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan buku tersebut tetap digunakan
sebagai salah satu pedoman. Diharapkan buku ini dapat menjadi
pedoman bagi aparat peradilan Agama Jawa Timur dalam pelaksanaan
pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan selain buku
pedoman lainnya dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi
peradilan agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya, sehingga keterbukaan informasi kepada
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masyarakat akan benar-benar terwujud, disamping itu peningkatan

disiplin dan kinerja seluruh aparat peradilan agama menjadi hal yang

sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan
kinerja bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I. akan
melaksanakan dengan sungguh sungguh Peraturan Pemerintah Nomor

53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung

nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan.

Rencana strategis tahun 2017 yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntable.

2. Mengupayakan sisa perkara dari perkara yang ditangani pada akhir
tahun kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan cara menetapkan dan
melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan
terus dilakukan reviu tiap tahun.

3. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan cara terus
melakukan inovasi dan perubahan di segala bidang tugas pokok dan
fungsi.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, dengan mengadakan berbagai pembinaan ke
Pengadilan Agama tingkat pertama, kegiatan pelatihan, bimbingan
teknis dan sosialisasi.

5. Melakukan pengawasan, Pembinaan dan mengevaluasi terhadap
pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum secara

efektif, efisien dan akuntabel.
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BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pembentukan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya didasarkan pada Undang-undang tersebut (pasal
106 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Setelah pengesahan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun
2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, dan kemudian di tindak lanjuti dengan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI nomor 474-1/SEK/KU.01/10/2015 perihal Struktur
Organisasi Pengadilan, maka merubah susunan struktur organisasi
pengadilan secara umum. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding,
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di
daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi

Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan

administrasi peradilan lainnya;
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Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat
Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya;

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama

(kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);

. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan

Hukum, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat /
penasehat hukum dan sebagainya.

Berikut dapat digambarkan dalam diagram struktur Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya setelah terbitnya PERMA 7 tahun 2015.
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membagi tugas para pejabatnya
secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan
bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara Pengadilan
secara baik dan lancar, membuat perencanaan dan pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan secara baik, serasi dan selaras.

WAKIL KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu
Ketua dalam membuat progaram kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaanya dan pengorganisasiaanya, mewakili Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bila berhalangan, melaksanakan
delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,
melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang
berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua.

HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan
meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang
diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun
penyelesaiannya sampai dengan minutasi, berkordinasi dengan Ketua,
menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta
melaksanakan pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.

PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi
dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis
di bidang Administrasi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan
kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
kegiatan Kepaniteraan serta dalam menyusun program kerja jangka

panjang dan jangka pendek.
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SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan berkoordinasi dalam merencanakan dan melaksanakan
pelayanan teknis di bidang adminstrasi umum dan administrasi lainnya
dalam melaksanakan tugas, memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan,
menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang
Kesekretariatan.

WAKIL PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah
Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan
bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II dan meja III
Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
uandangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah :
Memimpin dan mengoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada
bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan, mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA BANDING tugas pokok dan fungsinya adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada
bagian banding serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaanya, mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Panitera.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir
pelaksanaan urusan perencanaan, progam, anggaran, kepegawaian,
organisasi dan tata laksana serta pengelolaan teknologi informasi,

mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN tugas pokok dan
fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas
pada bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Keuangan dan
Pelaporan. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan,pengelolaan
keuangan, mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah :
Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti proses
persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat instrumen
persidangan, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan
berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III
melalui Wakil Panitera serta bertanggungjawab kepada Panitera.

KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan
pelaksanaan program dan anggaran, melaksanakan evaluasi/reviu dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI
INFORMASI tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan
pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pengelolaan
teknologi informasi dan statistic pemantauan, evaluasi dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA RUMAH TANGGA tugas
pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan pelaksanaan urusan surat
menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan
gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan,

keprotokolan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan

Keuangan.
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KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN tugas
pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan urusan pengelolaan
keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang

milik Negara dan pelaporan keuangan serta bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

A.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk mendorong penyelenggaraan Pemerintah dan Lembaga
Negara yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, Pemerintah telah
mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola
kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
government) melalui penerapan reformasi birokrasi, yang secara umum
ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara operasional wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat adalah berupa perbaikan dan penyempurnaan proses
penyelenggaraan  administrasi ~ pemerintahan  sehingga  lebih
mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan
umum  yang  berkualitas, = memuaskan,  transparan, dapat
dipertanggungjawabkan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas
tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur sebagai
pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas
pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan (pelanggan) untuk
mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan
oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih

tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas.
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Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan

kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya ini mempunyai tujuan :

a.

f.

Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan

suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan

kemudahan pengendalian.

Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur.

. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam

melaksanakan tugas umum dibidang peradilan.
Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan
oleh aparatur peradilan secara proporsional.

Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai
penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya.

Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan kerja

di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya ini sangat bermanfaat diantaranya:

a.

Sebagai Standar yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan,

mengurangi kesalahan atau kelalaian.

. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat

berlangsung sebagaimana mestinya.

. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses.

. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan

mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas.

. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja.

Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan

tumpang tindih.
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g. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri.

h. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural.

i. Memudahkan  penelusuran terjadinya  penyimpangan  dan
memudahkan langkah perbaikan.

Berikut ini merupakan beberapa bagan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berupa format
Diagram Alur Bercabang (Branching Flowcharfs), dibagi berdasarkan
spesifikasi bidang kegiatan / pekerjaan yang dilakukan secara
berkelanjutan, serta memiliki keterkaitan dengan SOP bidang yang
lainnya. Berikut beberapa SOP yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan

Agama Se Jawa Timur:

I. | Tenis Pengadilan Tingkat Banding

1 | Ketua 2 1. SOP Penerimaan Dan 1.SOP/AP/01
Penyelesaian Perkara
Banding

2. SOP Laporan Kinerja 2.SOP/AS/34
Dan Tahunan Pengadilan
Tingkat Banding

2 | Wakil Ketua 9 1. SOP Manajemen Resiko | 1.5SOP/AM/01
Pengadilan Agama
2. SOP Pengendalian
Dokumen 2.50P/AM/02
3. SOP Pengendalian
Rekaman/ 3.50P/AM/03
Arsip/Catatan Mutu
4. SOP Komunikasi
5. SOP Self Asessment 4.50P/AM/04
6. SOP Tinjauan 5.50P/AM/05
Manajemen 6.SOP/AM/06
7. SOP Pengendalian
Produk/Layanan Tidak | 7.SOP/AM/07
Sesuai

§, 16
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Penyelesaian Perkara
Banding

8. SOP Survey Kepuasan | 8.SOP/AM/08
Masyarakat
9. SOP Tindakan 9.50P/AM/09
Perbaikan
3 | Hakim SOP Penerimaan Dan SOP/AP/01
Penyelesaian Perkara
Banding
4 | Panitera SOP Penerimaan Dan SOP/AP/01
Penyelesaian Perkara
Banding
5 | Wakil Panitera SOP Penerimaan Dan SOP/AP/01

6 | Panitera Muda
Hukum

1.

2.

SOP Pengarsipan
Perkara Banding
SOP Pelaporan Perkara
Tingkat Banding

. SOP Rekapitulasi

Perkara Tingkat
Pertama

. SOP Pelaporan Perkara

Tahunan

. SOP Pelayanan Publik
. SOP Pelayanan

Informasi Masyarakat

. SOP Penanganan

Pengaduan Masyarakat

. SOP Input Keuangan

Perkara dan Biaya
Proses Pada Aplikasi
KOMDANAS

1.50OP/AP/02

2.SOP/AP/03

3.SOP/AP/04

4.5OP/AP/05

5.SOP/AP/08
6.SOP/AP/09

7.SOP/AP/10

8.SOP/AP/12

7 | Panitera Muda
Banding

. SOP Publikasi Putusan
. SOP Transparansi

Perkara

. SOP Keuangan Perkara

Belum Selesai (aktif)
Pada Pengadilan
Tingkat Banding

1.SOP/AP/06
2.SOP/AP/07

3.SOP/AP/11

8 | Panitera
Pengganti

SOP Penerimaan Dan

Penyelesaian Perkara
Banding

SOP/AP/16

g 17
.
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Non Teknis

Sekretaris

. SOP Penyusunan

Uraian Tugas

. SOP Laporan Kinerja

Dan Tahunan
Pengadilan Tingkat
Banding

. SOP Revisi Anggaran
. SOP Revisi Petunjuk

Operasional Kerja
(POK) DIPA

. SOP Keuangan PTA

Surabaya

. SOP Penatausahaan

Barang Milik Negara
(BMN)

1.50P/AS/01

2.SOP/AS/34

3.SOP/AS/36
4.SOP/AS/37

5.50OP/AS/38

6.SOP/AS/60

Kepala Bagian
Umum Dan
Keuangan

. SOP Keuangan PTA

Surabaya

. SOP Penatausahaan

Barang Milik Negara
(BMN)

1.SOP/AS/38

2.SOP/AS/60

Kepala Bagian
Perencanaan
Dan
Kepegawaian

. SOP Penyusunan

Uraian Tugas

. SOP Laporan Kinerja

Dan Tahunan
Pengadilan Tingkat
Banding

. SOP Revisi Anggaran
. SOP Revisi Petunjuk

Operasional Kerja
(POK) DIPA

1.SOP/AS/01

2.50OP/AS/34

3.50OP/AS/36
4.SOP/AS/37

Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
Dan IT

31

. SOP Penyusunan

Uraian Tugas

. SOP Pelaksanaan

Upacara Hari
Nasional

. SOP Bezzeting

Formasi

. SOP Penerimaan

Tenaga Kontrak

. SOP Pengangkatan

1.SOP/AS/01

2.50OP/AS/02

3.SOP/AS/03

4.SOP/AS/04

5.SOP/AS/05

18
3
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PNS Gol I atau II

6. SOP Pengangkatan
PNS Gol 11T

7. SOP Pengajuan Cuti

8. SOP Pengajuan
KARPEG, KARIS dan
KARSU

9. SOP Pengelolaan Data
Pegawai

10. SOP Aplikasi SIKEP
Online

11. SOP Pembuatan
SPMT dan SPM]

12. SOP Jjin Belajar

13. SOP Absensi PA Se
Jawa Timur

14. SOP Teguran Tertulis

15. SOP Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat

16. SOP Pengajuan BPJS

17. SOP Penghargaan

18. SOP Pensiun

19. SOP Pengajuan
Taspen

20. SOP Pendidikan dan
Pelatihan Teknis MA

21. SOP Pendidikan Dan
Pelatihan Manajemen
Penjenjangan Diklat
Pim LILIII dan IV

22. SOP Kepangkatan
(Diklat Prajab)

23. SOP Ujian Dinas

24. SOP Ujian
Penyesesuaian Ijazah

25.50P DUK

26. SOP KGB

27.S0P PMK

28. SOP Impasing

29. SOP Kenaikan
Pangkat

6.SOP/AS/06

7.SOP/AS/07

8.SOP/AS/08

9.SOP/AS/09

10.50P/AS/10

11.SOP/AS/11

12.50P/AS/12
13.SOP/AS/13

14.SOP/AS/14
15.50P/AS/15

16.50P/AS/16
17.SOP/AS/17
18.50P/AS/18
19.5S0OP/AS/19

20.SOP/AS/20

21.SOP/AS/21

22.SOP/AS/22

23.5OP/AS/23
24.50P/AS/24

25.50P/AS/25
26.SOP/AS/26
27.SOP/AS/27
28.SOP/AS/28
29.50P/AS/29

5.19
. .
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30. SOP Biaya Biaya
Pindah SOP
Pengusulan Promosi /
Mutasi

31. SOP Ujian Calon
Panitera Pengganti

30.SOP/AS/30

31.SOP/AS/31

5 | Kepala Sub
Bagian
Perencanaan
Program Dan
Anggaran

1. SOP Usulan Anggaran
APBNP Pengadilan
Tingkat Banding

2. SOP Penyusunan
Anggaran APBN
Pengadilan Tingkat
Banding

3. SOP Laporan Kinerja
Dan Tahunan
Pengadilan Tingkat
Banding

4. SOP Penyusunan
Perencanaan Anggaran

5. SOP Revisi Anggaran

6. SOP Revisi Petunjuk
Operasional Kerja
(POK) DIPA

1.SOP/AS/32

2.SOP/AS/33

3.50P/AS/34

4.SOP/AS/35

5.SOP/AS/36
6.SOP/AS/37

5 | Kepala Sub
Bagian
Keuangan Dan
Pelaporan

19

1. SOP Keuangan PTA
Surabaya

2. SOP Laporan
Keuangan Satuan
Kerja

3. SOP Laporan
Triwulan Monitoring
Dan Evaluasi

4. SOP Laporan PNBP

5. SOP Pembayaran Gaji

6. SOP Pembayaran
Bendahara

7. SOP Pembayaran
Melalui GUP

8. SOP Pembayaran
Melalui UP

9. SOP Pembukuan

1.SOP/AS/38

2.50OP/AS/39

3.SOP/AS/40

4.50P/AS/41
5.50OP/AS/42
6.SOP/AS/43
7.SOP/AS/44
8.SOP/AS/45

9.SOP/AS/46

. 20
.
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Bendahara
Pengeluaran

10. SOP Laporan
Keuangan Ke
Koordinator Wilayah

11. SOP Penyusunan LRA
Manual SATKER

12. SOP Penyusunan LRA
Manual Wilayah

13. SOP Persiapan
Pelaksanaan
Anggaran

14. SOP Rekonsiliasi
Internal

15. SOP Rekonsiliasi
Kanwil

16. SOP Rekonsiliasi
KPPN

17. SOP Pengajuan
Remunerasi PA Se
Jawa Timur

18. SOP Pengajuan
Remunerasi PTA
Surabaya

19. SOP Tuntutan Ganti
Rugi

10.SOP/AS/47

11.SOP/AS/48

12.50P/AS/49

13.50P/AS/50

14.SOP/AS/51

15.SOP/AS/52

16.SOP/AS/53

17.SOP/AS/54

18.5OP/AS/55

19.50P/AS/56

6 | Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha Dan
Rumah Tangga

1. SOP Pengelolaan
Perpustakaan

2. SOP Administrasi
Persuratan

3. SOP Pengelolaan
Barang Persediaan

4. SOP Penatausahaan
Barang Milik Negara
(BMN)

5. SOP Pengadaan
Barang Dan Jasa (PBJ)

6. SOP Penghapusan
Tingkat Banding

7. SOP Penetapan Status
BMN Pengadilan

1.SOP/AS/57

2.50OP/AS/58

3.50OP/AS/59

4.SOP/AS/60

5.50P/AS/61

6.SOP/AS/62

7.SOP/AS/63

5.21
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Tingkat Banding
SOP Pengajuan Sewa
BMN Pengadilan
Tingkat Banding
SOP Penghapusan
Tingkat Banding

8.SOP/AS/64

9.SOP/AS/65

III.

Teknis Pengadil

an Agama Tk.Pertama

Ketua

16

1.

2.

10.

SOP Layanan Sidang
Diluar Gedung

SOP Penetapan Majelis
Hakim

. SOP Pelayanan

Pemanggilan Saksi

. SOP Pelayanan Mohon

Bantuan Pemeriksaan
Saksi Ke Pengadilan
Agama Lain

. SOP Permohonan

Bantuan Pemeriksaan
saksi Dari Pengadilan
Agama Lain

. SOP Pelayanan Mohon

Bantun Pemeriksaan
Setempat Dari
Pengadilan Agama
Lain

. SOP Pelayanan Mohon

Bantuan Pemeriksaan
Setempat Ke
Pengadilan Agama
Lain

. SOP Pelayanan

Pembebasan Biaya
Perkara Tingkat
Pertama

. SOP Pelayanan

Pembebasan Biaya
Perkara Tingkat
Banding

SOP Pelayanan
Pembebasan Biaya

1. SOP/AP/03

2. SOP/AP/06

3. SOP/AP/17

4.SOP/AP/18

5.50OP/AP/19

6.SOP/AP/21

7.SOP/AP/22

8.SOP/AP/53

9.SOP/AP/54

10.5OP/AP/55

§ 22
.
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Perkara Tingkat Kasasi

11.  SOP Pelayanan
Permohonan Eksekusi
Riil

12. SOP Pelayanan
Permohonan Eksekusi
Pembayaran Sejumlah
Uang

13.  SOP Pelayanan
Permohonan Eksekusi
Selain Putusan
Pengadilan Agama
Dengan lelang

14. SOP Pelayanan
Mohon Bantuan
Eksekusi Dari
Pengadilan Agama
Lain

15.  SOP Pelayanan
Permohonan
Konsinyasi

16.  SOP Pelayanan
Permohonan Isbat
Rukyah Hilal

11.SOP/AP/56

12.5OP/AP/57

13.SOP/AP/58

14.SOP/AP/60

15.S0P/AP/61

16.SOP/AP/62

Wakil Ketua

1. SOP Manajemen Resiko

Pengadilan Agama

2. SOP Pengendalian
Dokumen

3. SOP Pengendalian
Rekaman/
Arsip/Catatan Mutu

4. SOP Komunikasi

5. SOP Self Asessment

6. SOP Tinjauan
Manajemen

7. SOP Pengendalian
Produk/Layanan Tidak
Sesuai

8. SOP Survey Kepuasan
Masyarakat

1.50P/AM/01

2.50P/AM/02
3.50P/AM/03

4.S0OP/AM/04
5.50P/AM/05
6.SOP/AM/06
7.SOP/AM/07

8.SOP/AM/08

9.SOP/AM/09

23
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. SOP Tindakan

Perbaikan

3. | Hakim

. SOP Penetapan Hari

Sidang

. SOP Pelayanan

Mediasi

. SOP Pelayanan

Penundaan Sidang

. SOP Pemeriksaan

Setempat

. SOP Pelayanan Ikrar

Talak

. SOP Pelayanan Perkara

Ekonomi Syariah
memenuhi syarat
dengan pemeriksaan
sederhana

. SOP/AP/09

. SOP/AP/14

. SOP/AP/16

. SOP/AP/20

. SOP/AP/33

. SOP/AP/41

4. | Panitera

16

. SOP Penunjukan

Panitera Pengganti

. SOP Penunjukan

Jurusita/Jurusita
Pengganti

. SOP Permohonan

bantuan
Panggilan/Pemberitahu
an Ke Pengadilan
Agama Lain

. SOP Pelayanan

Teguran Panjar Biaya
Perkara Yang
Menambah Panjar

. SOP Prosedur

Pelayanan Teguran
Panjar Biaya Perkara
Yang Tidak Menambah
Panjar

. SOP Pelayanan Sita

Jaminan

. SOP Pelayanan Sita

Buntut

. SOP/AP/07

. SOP/AP/08

. SOP/AP/11

. SOP/AP/23

. SOP/AP/24

. SOP/AP/25

. SOP/AP/26

k. 24
S
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8. SOP Pelayanan
Pengembalian Sisa
Panjar

9. SOP Pelayanan
Penyerahan Salinan
Putusan Kepada Para
Pihak

10.  SOP Pelayanan
Penyerahan Produk
Pengadilan

11.SOP Pelayanan
Pengiriman Salinan
Putusan Yang Sudah
Berkekuatan Hukum
Tetap Ke KUA

12.SOP Pelayanan
Permintaan Salinan
Putusan/Penetapan

13.50OP Pelayanan Mohon
Bantuan Eksekusi Ke
Pengadilan Agama
Lain

14.SOP Pengelolaan ATK
Perkara

15.SOP Pelayanan
Pengelolaan Keuangan
Perkara

16.SOP Pelayanan
Pengelolaan Sisa Panjar

8. SOP/AP/29

9.SOP/AP/30

10.SOP/AP/34

11.SOP/AP/37

12.5SOP/AP/38

13.50P/AP/59

14.SOP/AP/69

15.SOP/AP/70

16.SOP/AP/71

Panitera Muda
Hukum

1. SOP Layanan Informasi

2. SOP Layanan POS
Bantuan Hukum

3. SOP Penerimaan
Perkara

4. SOP Pelayanan
Pembayaran Panjar
Biaya Perkara

5. SOP Pelayanan
Pengembalian Kutipan
Akta Nikah

6. SOP Pelayanan

1. SOP/AP/01

2. SOP/AP/02

3. SOP/AP/04

4. SOP/AP/05

5.SOP/AP/31

.. 25
.
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Penyampaian Salinan
Putusan Kepada Para
Pihak

6. SOP/AP/36

Penyampaian Salinan
Putusan Kepada Para
Pihak

SOP Pelayanan Akta
Cerai Pada Cerai
Gugat

SOP Pelayanan Akta
Cerai Pada Cerai
Talak

SOP Pelayanan
Penerimaan Perkara
Dalam Ekonomi
Syariah Dengan Acara
Sederhana Tidak
Memenuhi Syarat
SOP Pelayanan
Keberatan Dalam
Perkara Upaya
Hukum Perkara
sederhana Dalam
ekonomi syariah telah
melewati batas waktu.
SOP Pelayanan
Pengajuan keberatan
dalam perkara upaya
hukum perkara

7. SOP Pengarsipan
8. SOP Pelaporan 7.50P/AP/63
9. SOP Pengaduan 8.SOP/AP/64
9.SOP/AP/65
6. | Panitera Muda 18 1. SOP Pelayanan 1. SOP/AP/32
Gugatan Perkara Yang
Berkekuatan Hukum
Tetap
2. SOP Pelayanan 2. SOP/AP/35
Penyerahan Akta
Cerai
3. SOP Pelayanan 3. SOP/AP/36

4.SOP/AP/39

5.50OP/AP/40

6.SOP/AP/42

7.SOP/AP/43

8.SOP/AP/44

, 26
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

sederhana dalam
ekonomi syariah yang
memenuhi batas
waktu

SOP Pelayanan
Banding

SOP Pelayanan Kasasi
SOP Pelayanan Kasasi
Yang Tidak
Memenuhi Syarat
Formal Dengan
Alasan Melebihi Batas
Waktu

SOP Pelayanan Kasasi
Yang Tidak
Memenuhi Syarat
Formal Dengan
Alasan Tidak
Mengajukan Memori
Kasasi

SOP Pelayanan
Peninjauan Kembali
SOP Pelayanan
Prodeo Tingkat
Pertama

SOP Pelayanan
Prodeo Pada Tingkat
Banding

SOP Pelayanan
Prodeo Pada Tingkat
Kasasi

17. SOP Pelayanan

18.

Permohonan
Perceraian PNS, TNI
dan POLRI

SOP Pelayanan
Permohonan
Pendaftaran Surat
Kuasa Khusus

9.SOP/AP/45

10.5OP/AP/46
11.SOP/AP/47

12.5OP/AP/48

13.50P/AP/49

14.SOP/AP/50

15.S0OP/AP/51

16.SOP/AP/52

17.SOP/AP/66

18.SOP/AP/67

7. | Panitera Muda
Permohonan

. SOP Pelayanan

Perkara Yang

1. SOP/AP/32

27
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Berkekuatan Hukum
Tetap

. SOP Pelayanan

Penyampaian Salinan

Putusan Kepada Para
Pihak

. SOP Pelayanan

Permohonan
Perceraian PNS, TNI
dan POLRI

. SOP Pelayanan

Permohonan
Pendaftaran Surat
Kuasa Khusus

. SOP Pelayanan

Permohonan Isbat
Nikah Volunter

2.50OP/AP/36

3.50OP/AP/66

4.SOP/AP/67

5.50OP/AP/68

Panitera
Pengganti

. SOP Kegiatan

Persiapan Persidangan

SOP/AP/13

Jurusita/JSP

. SOP Pemanggilan Para

Pihak

. SOP Permohonan

Bantuan Panggilan /
Pemberitahuan Dari
Pengadilan Agama
Lain

. SOP Pemanggilan

Mediasi

. SOP Pelayanan Sita

Harta Bersama Tanpa
Perkara

. SOP Pelayanan

Pemberitahuan isi
putusan

1. SOP/AP/10

2. SOP/AP/12

3. SOP/AP/15

4. SOP/AP/27

5. SOP/AP/28

IV.

Non Teknis

Sekretaris

. SOP Pendelegasian

Wewenang

. SOP

Pertanggungjawaban
Anggaran

1.SOP/AS/13

2.SOP/AS/26

, 28
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Bagian
Kepegawaian
Dan Ortala

Orientasi dan
Sosialisasi
Penyampaian tugas,
peran dan tanggung
jawab

2. SOP Pengembangan
Pegawai

3. SOP Jjin Belajar dan
Tugas Belajar

4. SOP Pengelolaan
Pegawai

5. SOP Pengelolaan Kartu
Pegawai, Pensiun dan
BPJS

6. SOP Pengelolaan
Absensi Pegawai

7. SOP Pengajuan Cuti
Pegawai

8. SOP Pengelolaan
Kenaikan Pangkat

9. SOP Kenaikan Gaji
Berkala

10. SOP Pengelolaan Jjin
Perkawinan Dan
Perceraian Bagi
Pegawai

11. SOP Pengelolaan
Pensiun Pegawai

12. SOP Pemberian Nilai
Kepada Pegawai

13. SOP Pemberian
Penghargaan Kepada
Pegawai

14. SOP Pelaporan Harta
kekayaan Pegawai dan
Pejabat Negara

3. SOP Penyusunan 3.SOP/AS/30
SAKIP
2. | Kepala Sub 14 1. SOP Pelaksanaan 1. SOP/AS/01

2. SOP/AS/02

3. SOP/AS/03

4. SOP/AS/04

5. SOP/AS/05

6. SOP/AS/06

7. SOP/AS/07

8. SOP/AS/08

9. SOP/AS/09

10.50P/AS/10

11.SOP/AS/11

12.50OP/AS/12

13.SOP/AS/14

14.SOP/AS/15
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3.

Kepala Sub
Bagian Umum

dan Keuangan

10

1. SOP Pengelolaan Tata
Naskah Dinas

2. SOP Administrasi
Persuratan (Surat
Masuk dan Surat
Keluar)

3. SOP Pengelolaan
Arsip Aktif dan In
Aktif

4. SOP Penatausahaan
Aset

5. SOP Penatausahaan
Persediaan

6. SOP Pemeliharaan
Lingkungan Dan
Keamanan

7. SOP Pelaksanaan
Kehumasan dan
Keprotokolan

8. SOP Pengelolaan
Perpustakaan

9. SOP Pencaiaran
Anggaran

10.SOP Penatausahaan
PNBP

1.SOP/AS/16

2.50OP/AS/17

3.50OP/AS/18

4.SOP/AS/19

5.50OP/AS/20

6.SOP/AS/21

7.SOP/AS/22

8.SOP/AS/24

9.SOP/AS/25

10.SOP/AS/27

Kepala Sub
Bagian

Pelaporan Dan
Pengembangan

IT

1. SOP Pemberian
Informasi

2. SOP Penyusunan
Laporan Keuangan

3. SOP Penyusunan
Rencana Program Dan
Anggaran

4. SOP Penyusunan
Laporan

5. SOP Pengelolaan TI

1.SOP/AS/23

2.50OP/AS/28

3.5OP/AS/29

4.50OP/AS/31

5.50OP/AS/32

Tabel 2.1 Daftar SOP Pengadilan Tinggi Agama

Dan Pengadilan Agama Reviu Tahun 2017
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A.2 Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, serta
menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor
30A/SEK/KU.01/1/2014 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Sasaran
Kerja Pegawai, dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pegawai
Pegadilan Tinggi Agama Surabaya telah menyelesaikan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) masing-masing dan telah sampai pada Penilaian Prestasi

kerja tahun 2017, berikut matrik sasaran kerja pegawai (SKP) :

PTA Surabaya
1. Ketua 30 Kegiatan
2. Wakil Ketua 21 Kegiatan
3. Hakim Tinggi 434 Kegiatan
4. Panitera 16 Kegiatan
5. Wakil Panitera 21 Kegiatan
6. Panitera Muda Hukum 19 Kegiatan
7. Panitera Muda Banding 19 Kegiatan
8.  Panitera Pengganti 108 Kegiatan
9.  Sekretaris 15 Kegiatan
10. Kepala Bagian Umum Dan Keuangan 0 Kegiatan
11. Kepala Bagian Perencanaan Dan 25 Kegiatan
Kepegawaian

12.  Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 22 Kegiatan
13.  Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Rumah 13 Kegiatan
Tangga
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14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 25 Kegiatan
Pengembangan TI
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 20 Kegiatan
dan Anggaran
16.  Staf 128 Kegiatan

Tabel 2.2 Matrik Sasaran Kinerja Pegawai Hakim dan Pegawai
PTA Surabaya Tahun 2017

Jumlah Kegiatan SKP yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tahun 2017 adalah sejumlah 915.

B. Pelayanan Publik Yang Prima
B.1 Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan
sebuah konsep dan langkah perubahan dalam lingkungan Direktorat
Jenderal badan Peradilan Agama dalam mengakomodir segala isu-isu
yang berkembang baik isu internal maupun isu ekseternal, kebutuhan
pihak-pihak berkepentingan, peningkatan kualitas pelayanan melalui
inovasi dan pengembangan seluruh sumber daya yang dimiliki (Man,
Money, Methode, Machine, Material).

Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag ditujukan
untuk memantau, merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan
memperbaiki system manajemen mutu peradilan agama khususnya
Pengadilan Agama Se Jawa Timur dengan mengacu standar system
manajemen mutu internasional yang saat ini kita kenal dengan ISO
9001:2015 dengan basic Risk Based Thinking. Untuk Pengadilan Agama
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah berhasil meraih
sertifikat ISO 9001:2008 adalah Pengadilan Agama Surabaya.
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Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini akan dipantau
secara periodik dengan durasi minimal 1 tahun sekali akan dilakukan
Asessment secara berkala oleh Komite Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu Peradilan Agama. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan serta
sistem pengelolaan manajemen yang baik

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama terdiri
dari Standar Persyaratan yang sudah dipetakan oleh Komite SAPM
dengan mengorelasikan Standar Internasional ISO 9001:2015, sehingga
Pengadilan Agama yang sudah dilakukan proses asessment dan
dinyatakan berhasil dalam menerapkan sistem manajemen mutu oleh
Komite SAPM maka siap untuk melanjutkan proses sertifikasi dari badan
Sertifikasi ISO untuk mendapatkan pengakuan International

Pada tahap periode tahun 2017, Pengadilan Agama di wilayah PTA
Surabaya mengajukan 10 Pengadilan Agama sebagai peserta Program
Sertifikasi akreditasi penjaminan mutu peradilan agama (SAPM), dengan
hasil sebagai berikut :

No Nama Satuan Kerja Keterangan

1. | Pengadilan Agama Surabaya Kelas I.A Sertifikat ISO 9001 : 2008

SAPM nilai A Excelent
2. | Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas L.A SAPM nilai A Excelent
3. | Pengadilan Agama Kab.Malang Kelas LA | SAPM nilai A Excelent
4. | Pengadilan Agama Lumajang Kelas I.A SAPM nilai A Excelent
5. | Pengadilan Agama Jember Kelas I.A SAPM nilai A Excelent
6. | Pengadilan Agama Blitar Kelas . A SAPM nilai A Excelent
7. | Pengadilan Agama Pasuruan Kelas I.B SAPM nilai A Excelent
8. | Pengadilan Agama Magetan Kelas I.B SAPM nilai A Excelent
9. | Pengadilan Agama Pacitan Kelas I.B SAPM nilai A Excelent
10. | Pengadilan Agama Madiun Kelas II SAPM nilai A Excelent

Tabel 2.3 Hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2017
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Pelayanan publik yang prima, selain melalui program ISO dan
sertifikasi akreditasi penjaminan mutu, juga diperoleh penghargaan yang
diberikan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se

Jawa Timur untuk tahun 2017 diantaranya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya : Satuan kerja terbaik peringkat I
kategori pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN selaku
BUN yang akurat dan tepat waktu periode Semester I tahun 2017 dari
KPPN II Surabaya.

2. Pengadilan Agama Surabaya : Peringkat ke I untuk bidang administrasi
perkara Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.

3. Pengadilan Agama Trenggalek : Terbaik Ke II untuk bidang
administrasi perkara Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4. Pengadilan Agama Jember : Terbaik Ke III untuk bidang administrasi
perkara Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.

5. Pengadilan Agama Lumajang : Terbaik Ke I untuk bidang administrasi
umum Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.

6. Pengadilan Agama Magetan : Terbaik Ke III untuk bidang administrasi
umum Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.

7. Pengadilan Agama Mojokerto : Terbaik Ke II untuk bidang administrasi
umum Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya.
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8. Pengadilan Agama Ponorogo : Satuan Kerja berkinerja terbaik dalam
pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2017 dari KPPN Madiun.

9. Pengadilan Agama Pacitan : Terbaik Ke I untuk bidang administrasi
kebersihan Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 dari
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

10. Pengadilan Agama Probolinggo : Terbaik Ke II untuk bidang
administrasi kebersihan Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017
dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

11. Pengadilan Agama Kab Malang : Terbaik Ke III untuk bidang
administrasi kebersihan Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017
dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta satuan kinerja terbaik ke

IT untuk periode semester II tahun anggaran 2017 dari KPPN Malang.

B.2 POSBAKUM

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, siding di luar
gedung Pengadilan, dan POSBAKUM. POSBAKUM Pengadilan adalah
layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat
pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi,
dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
kekuasaan Kehakiman. Petugas POSBAKUM Pengadilan adalah pemberi
layanan yang merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana Syariah
yang berasal dari Lembaga pemberi layanan POSBAKUM bekerjasama
dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan
Pengadilan.

Anggaran POSBAKUM pada satuan kerja telah dialokasikan pada

daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing. Realisasi

.35
. S
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Program POSBAKUM untuk Pengadilan Agama Se wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya tahun anggaran 2017.

PAGU Ri‘:‘]'fifl REALISASI JUMLAH SISA JUMLAH

ANGGARAN LALU BULAN INI LAYANAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PA. BANGIL 0 0 0 0 0 0
2 PA. BANGKALAN 0 0 0 0 0 0
3 | PA.BANYUWANGI 130.000.000 0 128.300.000 128.300.000 1.700.000 4612
4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0
5 | PA.BLITAR 76.000.000 0 76.000.000 76.000.000 0 762
6 | PA.BOJONEGORO 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 2.930
7 | PA.BONDOWOSO 0 0 0 0 0 0
8 PA. GRESIK 0 0 0 0 0 0
9 | PA.JEMBER 156.000.000 0 156.000.000 156.000.000 0 4320
10 | PA.JOMBANG 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 840
11 PA. KANGEAN 0 0 0 0 0 0
12 | PA.KAB. KEDIRI 76.000.000 0 76.000.000 76.000.000 0 4.243
13 | PA. KODYA KEDIRI 26.000.000 0 24.000.000 24.000.000 2.000.000 820
14 | PA.KRAKSAAN 0 0 0 0 0 0
15 | PA.LAMONGAN 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 2.880
16 | PA. LUMAJANG 76.000.000 0 77 700.000 77.700.000 -1.700.000 1.004
17 | PA. KAB. MADIUN 0 0 0 0 0 0

PA. KODYA
8 | MaDIN 76.000.000 0 76.000.000 76:000.000 0 820
19 PA. MAGETAN 0 0 0 0 0 0
20 | PA.KAB. MALANG 156.000.000 0 156.000.000 156.000.000 0 3.750
PA. KODYA
2l | MALANG 0 0 0 0 0 0
22 | PA. MOJOKERTO 76.000.000 0 76.000.000 76.000.000 0 760
23 | PA.NGANJUK 0 0 0 0 0 0
24 PA. NGAWI 0 0 0 0 0 0
25 | PA.PACITAN 0 0 0 0 0 0
26 | PA. PAMEKASAN 0 0 0 0 0 0
27 PA. PASURUAN 0 0 0 0 0 0
28 PA. PONOROGO 0 0 0 0 0 0
29 | PA. PROBOLINGGO 0 0 0 0 0 0
30 PA. SAMPANG 0 0 0 0 0 0
31 | PA.SIDOARJO 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 2.695
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32 | PA.SITUBONDO 76.000.000 0 76.000.000 76.000.000 0 4413
33 | PA. SUMENEP 0 0 0 0 0 0
34 | PA.SURABAYA 156.000.000 0 155.520.000 155.520.000 480.000 4523
35 | PA. TRENGGALEK 0 0 0 0 0 0
36 | PA.TUBAN 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 2.931
37 iéglgéUNG 76.000.000 0 76.000.000 76.000.000 0 760

JUMLAH 1.576.000.000 0 1.573.520.000 1.573.520.000 2.480.000 43.063

Tabel 2.4 Realisasi Program POSBAKUM Tahun 2017

B.3 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang di Luar Gedung Pengadilan merupakan sidang yang
dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan
disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar
tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau
sidang ditempat sidang tetap.

Realisasi anggaran program sidang keliling Pengadilan Agama

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2017 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PA. BANGIL 37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 0 20 386
2 PA. BANGKALAN 18.000.000 0 18.000.000 18.000.000 0 3 199
3 PA. BANYUWANGI 47.000.000 0 46.980.000 46.980.000 20.000 403 403
4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 0
5 PA. BLITAR 0 0 0 0 0 0 0
6 PA. BOJONEGORO 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0 8 93
7 PA. BONDOWOSO 47.500.000 0 47.500.000 47.500.000 0 31 461
8 PA. GRESIK 16.000.000 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0
9 PA. JEMBER 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 5 801
10 PA. JOMBANG 0 0 0 0 0 0 0
11 PA. KANGEAN 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 10 78
12 PA. KAB. KEDIRI 30.000.000 0 29.773.500 29.773.500 226.500 10 86
13 PA. KODYA KEDIRI 0 0 0 0 0 0 0
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14 PA. KRAKSAAN 35.000.000 0 34.600.000 34.600.000 400.000 16 517
15 PA. LAMONGAN 0 0 0 0 0 0 0
16 PA. LUMAJANG 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 7 421
17 PA. KAB. MADIUN 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0 5 32
18 PMiggszA 0 0 0 0 0 0 0
19 PA. MAGETAN 15.000.000 0 16.000.000 16.000.000 1.000.000 3 19
20 PA. KAB. MALANG 23.000.000 0 23.000.000 23.000.000 0 4 154
21 i/[i]ljg\]])gA 25.000.000 0 15.815.000 15.815.000 9.185.000 2 40
22 PA. MOJOKERTO 19.000.000 0 18.960.000 18.960.000 40.000 6 65
23 PA. NGANJUK 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 43 215
24 PA. NGAWI 0 0 0 0 0 0 0
25 PA. PACITAN 23.000.000 0 23.000.000 23.000.000 0 62 1.041
26 PA. PAMEKASAN 18.000.000 0 18.000.000 18.000.000 0 2 128
27 PA. PASURUAN 25.000.000 0 24.994.000 24.994.000 6.000 7 117
28 PA. PONOROGO 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 0 4 6
29 PA. PROBOLINGGO 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 2 11
30 PA. SAMPANG 25.000.000 0 21.555.000 21.555.000 3.445.000 15 1.463
31 PA. SIDOARJO 50.000.000 0 37.089.000 37.089.000 12'911’08 6 92
32 PA. SITUBONDO 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 23 326
33 PA. SUMENEP 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 6 179
34 PA. SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0
35 PA. TRENGGALEK 36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 0 17 128
36 PA. TUBAN 0 0 0 0 0 0 0
37 i%JSéUNG 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 20 100

JUMLAH 805.000.000 0 779.766.500 779.766.500 25.233.500 740 7.561

Tabel 2.5 Realisasi Program Sidang Keliling Tahun 2017

B.4 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan pembebasan biaya perkara dengan artian negara
menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang
atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
berperkara secara Cuma-Cuma. Seluruh biaya untuk melaksanakan
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dibebankan

pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
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Realisasi anggaran pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama

se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun anggaran 2017

dapat laporkan sebagai berikut :

1 | PA.BANGIL 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 15
2 | PA.BANGKALAN 18.000.000 0 17.934.000 17.934.000 66.000 51
3 | PA.BANYUWANGI 36.000.000 2.824.000 33.033.000 35.857.000 143.000 126
4 | PA.BAWEAN 4500.000 0 4200.000 4.200.000 300.000 14
5 | PA.BLITAR 9.000.000 0 5.700.000 5.700.000 3.300.000 19
6 | PA.BOJONEGORO 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 35
7 | PA.BONDOWOSO 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 20
8 | PA.GRESIK 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 13
9 | PA.JEMBER 15.000.000 0 14.893.000 14.893.000 107.000 53
10 | PA.JOMBANG 7 500.000 0 7184000 7.184.000 316.000 25
11 | PA.KANGEAN 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 4
12 | PA.KAB.KEDIRI 6.000.000 0 5429000 5.429.000 571.000 20
13 | PA. KODYA KEDIRI 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 5
14 | PA.KRAKSAAN 9.000.000 0 8.917.000 8.917.000 83.000 59
15 | PA.LAMONGAN 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 40
16 | PA.LUMAJANG 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 60
17 | PA. KAB. MADIUN 4500.000 0 1.200.000 1.200.000 3.300.000 9
18 i/IAZgICI)JRIYA 4.500.000 0 4.500.000 4:500.000 0 15
19 | PA.MAGETAN 6.000.000 0 5,932,000 5.932.000 68.000 13
20 | PA.KAB. MALANG 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 58
2 PMAAffl\?gA 15.000.000 0 14.939.000 14.939.000 61.000 133
22 | PA. MOJOKERTO 4500.000 0 4.480.000 4.480.000 20.000 16
23 | PA.NGANJUK 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 100
24 | PA.NGAWI 6.000.000 0 4.906.000 4.906.000 1.094.000 17
25 | PA.PACITAN 3.000.000 0 2.696.000 2.696.000 304.000 86
26 | PA.PAMEKASAN 3.000.000 0 5.400.000 5.400.000 -2.400.000 20
27 | PA.PASURUAN 4500.000 0 4500000 4.500.000 0 15
28 | PA. PONOROGO 1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 5
29 | PA. PROBOLINGGO 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 30
30 | PA.SAMPANG 3.000.000 0 2 960.000 2.960.000 40.000 3
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31 | PA.SIDOARJO 3.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5
32 | PA.SITUBONDO 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 57
33 | PA. SUMENEP 10.500.000 0 10.500.000 10.500.000 0 32
34 | PA.SURABAYA 10.500.000 0 10.460.000 10.460.000 40.000 35
35 | PA. TRENGGALEK 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 20
36 | PA.TUBAN 7.500.000 0 6.300.000 6.300.000 1.200.000 21
37 ZgJEéUNG 4.500.000 0 432.000 432000 4068.000 1

JUMLAH 274.600.000 2.824.000 257.595.000 260.419.000 14.181.000 1.279

Tabel 2.6 Realisasi Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2017
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BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset
berharga bagi institusi, sebagai salah satu faktor pendukung manajemen
Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir
diwujudkan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai
komponen utama, dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini untuk memacu setiap
Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi
institusi.

Di lingkungan Mahkamah Agung R.I. secara umum dan di
lingkungan PengadilanTinggi Agama Surabaya khususnya, Sumber Daya
Manusia dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia
Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, sebagai

berikut :

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari :

Ketua : 37 (tiga puluh tujuh) orang
Wakil Ketua : 35 (tiga puluh lima) orang
Hakim : 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang
Panitera : 31 (tiga puluh satu) orang
Wakil Panitera : 28 (dua puluh delapan) orang
Panitera Muda : 97 (sembilan puluh tujuh) orang
| 41
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Panitera Pengganti : 215 (dua ratus lima belas) orang
Jurusita : 12 (dua belas) orang

Jurusita Pengganti : 99 (sembilan puluh sembilan) orang

Dengan rincian SDM Yudisial tersebut diatas yang belum terisi /
kosong adalah sebagai berikut, Ketua 1 orang, Wakil Ketua 3 orang,

Panitera 7 orang, Panitera Muda 16 orang.

WARIL KL LA,

JLINLIEATA A%
1

WAL FAHITERA PANITERA
LL! 4

Grafik 3. 1 Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia

Teknis Yudisial Tahun 2017

A.2 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari :

Sekretaris : 37 orang

Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian : 1 orang

Kepala Bagian Umum & Keuangan : 0 orang

Kasubbag Kepegawaian & Teknologi Informasi : 1 orang

Kasubbag Rencana Program & Anggaran : 1 orang

Kasubbag Keuangan & Pelaporan : 1 orang
b, 42
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Kasubbag Tata Usaha &Rumah Tangga : 1 orang
Kasubbag Kepeg, Organisasi dan Tata Laksana : 36 orang
Kasubbag Umum & Keuangan : 36 orang
Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan : 34 orang
Staf : 52 orang

Dengan rincian SDM Non Yudisial tersebut diatas yang belum
terisi / kosong adalah sebagai berikut, Sekretaris 1 orang, Kepala Bagian
Umum dan Keuangan 1 orang, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
1 orang, Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 3 orang, dan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 1 orang.

Banyaknya jabatan kosong disebabkan karena kurangnya jumlah
Sumber Daya Manusia yang tersedia, hal ini sudah menjadi kendala
selama bertahun-tahun di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, sehingga masih banyak pegawai yang merangkap jabatan baik
struktural maupun fungsional.

Lebih detail dan rinci sebagaimana Rekapitulasi Sumber Daya

Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlampir.

Grafik 3.2 Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia
Non Teknis Yudisial Tahun 2017
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A.2.1 Mutasi
A.2.1.1 Mutasi Jabatan

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian
Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat
Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di
Bidang Kepegawaian.

Pelaksanaan Mutasi Jabatan tahun 2017 di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :
Memproses usul mutasi tempat tugas dari, keluar dan mutasi antar
Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh
empat) orang masuk dari luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, 32 (tiga puluh dua) orang ke luar lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan 91 (Sembilan puluh satu) orang mutasi antar

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

A.2.1.2 Mutasi Kenaikan Pangkat
Pelaksanaan Promosi dan Mutasi tahun 2017 di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:
- Memproses mutasi kenaikan pangkat secara Kenaikan Pangkat
Otomatis (KPO) dan paperless yang terdiri dari periode April 2017
sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang yang terdiri dari 55

(lima puluh lima) orang golongan III dan 69 (enam puluh sembilan)
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orang golongan IV,
- Periode Oktober 2017 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang
terdiri dari 2 (dua) orang golongan II, 26 (dua puluh enam) orang

golongan III dan 46 (empat puluh enam) orang golongan IV.

A.2.2 Promosi

Memproses usul mutasi dan promosi hakim dan pegawai di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 42 (empat
puluh dua) orang pegawai (baik teknis maupun non teknis) dan 18

(delapan belas) orang hakim.

A.2.3 Pensiun

Memproses usul pensiun berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor
11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 9 (sembilan)
orang Hakim, 16 (enam belas) orang Pejabat Kepaniteraan / Panitera

Pengganti, 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf.

A.2.4 Diklat
Selama tahun 2017, tenaga teknis maupun non teknis di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengikuti berbagai diklat,
sebagai berikut :
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, diikuti 1 (satu) orang pejabat
structural eselon IV;
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III, diikuti 2 (dua) orang pejabat
structural eselon I1I;
3. Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, diikuti 3 (tiga) orang
hakim tingkat banding dan 19 (Sembilan belas) orang hakim

tingkat pertama;
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Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi, diikuti 4 (empat) orang hakim
tingkat pertama;
Diklat Pembelajaran Pelayanan Publik dan Meja Informasi, diikuti
17 (tujuh belas) petugas meja informasi pengadilan tingkat
pertama;
Diklat Teknis Jurusita / Jurusita Pengganti diikuti 4 (empat) orang
Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama di wilayah Jawa
Timur;
Diklat Teknis Panitera / Panitera Pengganti, diikuti 5 (lima) orang

panitera pengganti Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama pada

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk tahun 2017

dapat digambarkan dalam matrik berikut :

O 0 NI OOl WD mH

T Y S Y
N OO W N = O

Nama Perkara Perkara Sisa Perkara Keterangan
Masuk Yang Sisa (%)
Diputus
PTA Surabaya
Perdata 561 544 17 3,03

Pengadilan Agama Di wilayah PTA Surabaya

PA. BANGIL 2.552 2.102 339 13,28
PA. BANGKALAN 2.877 2.630 193 6,70
PA. BANYUWANGI 8.331 6.524 1.395 16,74
PA. BAWEAN 248 215 22 8,87
PA. BLITAR 5.702 4.536 913 16,01
PA. BOJONEGORO 3.493 3.092 266 7,61
PA. BONDOWOSO 2.686 2414 160 5,95
PA. GRESIK 2.720 2301 270 9,92
PA. JEMBER 8.553 7.555 719 8,40
PA. JOMBANG 3.761 3.091 428 11,37
PA. KANGEAN 647 518 94 14,52
PA. KAB. KEDIRI 4.833 4117 478 9,89
PA. KODYA KEDIRI 1.089 868 144 13,22
PA. KRAKSAAN 3.191 2.719 294 9,21
PA. LAMONGAN 3.327 2.755 406 12,20
PA. LUMAJANG 4.493 3.727 585 13,02
PA. KAB. MADIUN 2.092 1.656 362 17,30
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18 PA.MADIUN 536 420 67 12,5
19 PA.MAGETAN 1.760 1.481 189 10,7
20 PA.KAB. MALANG 9.755 8.069 1369 14,03
21 PA.MALANG 3.708 2.918 579 15,61
22 PA. MOJOKERTO 3.759 3.100 410 10,9
23 PA.NGANJUK 2.876 2.415 327 11,36
24 PA.NGAWI 2.402 1.930 402 16,7
25 PA.PACITAN 1.122 1.016 73 6,50
26 PA. PAMEKASAN 2.322 2.062 204 8,78
27  PA.PASURUAN 2269 2.040 135 5,94
28 PA. PONOROGO 2.933 2.573 276 9,41
29  PA.PROBOLINGGO 783 689 49 6,25
30 PA.SAMPANG 2.141 1.906 175 8,17
31 PA.SIDOARJO 5.420 4.249 807 14,88
32 PA.SITUBONDO 2.519 2.205 160 6,35
33 PA.SUMENEP 2.260 1.934 255 11,28
34 PA.SURABAYA 9.523 7.366 1395 14,64
35 PA. TRENGGALEK 2.793 2.427 246 8,80
36 PA.TUBAN 3.790 3.150 441 11,63
37 PA.T.AGUNG 4.194 3.338 668 15,92

JUMLAH 127.460 106.108 15.295 11,99

Tabel 3.1 Matrik Keadaan Perkara Pengadilan Agama
Se wilayah Jawa Timur Tahun 2017

Dibandingkan dengan tahun lalu, maka sisa perkara pada tahun
2017 lebih baik dari tahun 2016. Berikut dapat dilihat sisa perkara untuk 7

(tujuh) tahun terakhir.

REKAPITULAS]I FERKARA Tk.PERTAMA

M S TatunT <Tu 15637 JGEaT EERE L JEREN TIeRT SR 17713
L Rt Hi L-ELER ] A N H LT LTIFE IfE&RaT MEr3a FIereT
[ B% i L ] SLEIEL LN =1Z4LE w4l 11100 P
m Lisaleniaa Ak fabuem ZELUY LRI ] ] Pl SEL —ran 102U
B Feonaslase Sa LE1C™ LEREN IElE CE L 153 13007 1l 55%

Grafik 3.3 Data Perkara Pengadilan Agama se wilayah Jawa Timur
Tahun 2011 - 2017
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Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se Jawa Timur,
yang diterima dan diputus tahun 2017, dapat dirinci sebagai berikut :

Perkara Jumlah  Perkara

Akhir  Diterima Putus
2016 2017

1 PA. BANGIL 350 2.202 2.552 2.102 339 13.28 2.102
2  PA.BANGKALAN 182 2.695 2.877 2.630 193 6.70 2.630
3 PA. BANYUWANGI 1431 6.900 8.331 6.524 1.395 16.74 6.524
4 PA. BAWEAN 39 209 248 215 22 8.87 215

5 PA.BLITAR 1.017 4.685 5.702 4.536 913 16.01 4.536
6  PA. BOJONEGORO 468 3.025 3.493 3.092 266 7.61 3.092
7  PA. BONDOWOSO 218 2.468 2.686 2.414 160 5.95 2.414
8 PA. GRESIK 302 2.418 2.720 2.301 270 9.92 2.301
9 PA.JEMBER 778 7.775 8.553 7.555 719 8.40 7.555
10 PA.JOMBANG 632 3.129 3.761 3.091 428 11.37 3.091
11 PA.KANGEAN 119 528 647 518 94 14.52 518

12 PA. KAB. KEDIRI 590 4.243 4.833 4117 478 9.89 4117
13 PA.KODYA KEDIRI 159 930 1.089 868 144 13.22 868

14 PA.KRAKSAAN 362 2.829 3.191 2.719 294 9.21 2.719
15 PA. LAMONGAN 444 2.883 3.327 2.755 406 12.20 2.755
16 PA.LUMAJANG 776 3.717 4.493 3.727 585 13.02 3.727
17 PA.KAB. MADIUN 350 1.742 2.092 1.656 362 17.30 1.656
18 PA.KODYA MADIUN 86 450 536 420 67 125 420

19 PA.MAGETAN 277 1.483 1.760 1481 189 10.7 1481
20 PA.KAB. MALANG 1.401 8.354 9.755 8.069 1.369  14.03 8.069
21 PA.KODYA MALANG 614 3.094 3.708 2918 579 15.61 2918
22 PA. MOJOKERTO 481 3.278 3.759 3.100 410 10.9 3.100
23  PA.NGANJUK 482 2.394 2.876 2415 327 11.36 2415
24 PA.NGAWI 469 1.933 2.402 1.930 402 16.7 1.930
25 PA.PACITAN 78 1.044 1.122 1.016 73 6.50 1.016
26 PA.PAMEKASAN 237 2.085 2.322 2.062 204 8.78 2.062
27  PA.PASURUAN 148 2.121 2.269 2.040 135 5.94 2.040
28 PA.PONOROGO 381 2.552 2.933 2.573 276 9.41 2.573
29 PA.PROBOLINGGO 49 734 783 689 49 6.25 689

30 PA.SAMPANG 226 1.915 2.141 1.906 175 8.17 1.906
31 PA.SIDOARJO 692 4.728 5.420 4.249 807 14.88 4.249
32 PA.SITUBONDO 242 2277 2.519 2.205 160 6.35 2.205
33 PA.SUMENEP 227 2.033 2.260 1.934 255 11.28 1.934
34 PA.SURABAYA 1.429 8.094 9.523 7.366 1.395 14.64 7.366
35 PA. TRENGGALEK 293 2.500 2.793 2.427 246 8.80 2.427
36 PA.TUBAN 535 3.255 3.790 3.150 441 11.63 3.150
37 PA.TULUNG AGUNG 669 3.525 4.194 3.338 668 15.92 3.338

JUMLAH 17.233 110.227 127.460 106.108  15.295 11.99 106.108

Tabel 3.2 Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Se Jawa Timur
Tahun 2017
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Dari data di atas diketahui bahwa Rekapitulasi perkara yang

diselesaikan oleh Pengadilan Agama se Jawa Timur selama tahun 2017

dapat dirinci sebagai berikut:

1). Jumlah Perkara = 110.227
2). Diputus = 106.108
4). Sisa = 15.295
5). Selesai Minutasi = 106.108
6). Sisa yang belum diminutasi = 0

perkara
perkara
perkara
perkara

perkara

REKATITULASIPERKARA Tk BANDING
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Grafik 3.4 Data Perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Tahun 2010 — 2017

Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya pada tahun 2016 sebanyak 11 perkara. Sedangkan

perkara permohonan banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 550 perkara, keseluruhannya

berjumlah 561 perkara.

Perkara banding yang diputus pada tahun 2017 sebanyak 544

perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 17 perkara
(3.03 %).
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B.1 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus
Dari perkara putus sebanyak 544 perkara, berkas perkara yang

masuk minutasi sebanyak 545 perkara, yang sudah selesai diminutasi
sebanyak 544 berkas perkara sehingga yang belum diminutasi 0 perkara.
Berkas bundel A (asli) beserta salinan putusannya dikirim kembali kepada
Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara diterima tahun
2017 sebanyak 550 perkara dan sisa tahun 2016 sebanyak 11 perkara maka
jumlah keseluruhan 561 perkara dengan adanya perkara tersebut hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berjumlah 34 Hakim dan sering
terjadinya Hakim yang pensiun dan juga telah dimutasi dan digantikan
dengan hakim yang baru maka terjadilah perubahan Penunjukan Majelis

Hakim, maka kegiatan hakim dalam menerima perkara dengan rincian

sebagai berikut :
1 Dr.HM. Rum Nessa,S.H.,M.H. = 3 perkara
2  Drs. H. Ahmad SH.MH. = 7 perkara
3 Drs. H. Harun S, SH.MH. = 4 perkara
4 Drs.H.M.Lukman H Bastary , SH.MH. = 30 perkara
5 Dra. Hj. Zulaecho, SH.MH. = 32 perkara
6 Drs. H. Samparaja, SH., M.H = 17 perkara
7  Drs. H. Zulkifli, SHMH = 30 perkara
8 Drs. H. Taslim, MH. = 32 perkara
9 Drs. HM. Dja’tar A. Rasyid, SH.MH = 1 perkara
10 Drs. H. Abd. Azis, M.H = 31 perkara
11 Drs. H. Nuruzzaman Romli, SH = 27 perkara
12 Drs. H. Achmad Hanifah = 29 perkara



|

S
)2

A
e
&

Bab I11
Pembinaan Dan Pengelolaan

13 Drs. HM. Ichsan Yusuf, S.H.,.M.H 35 perkara
14 Drs. H. Agus Dhimyathi Hamid, SH.MH 28 perkara
15 Dra. Hj. Ummi Salam, SH-MH 29 perkara
16 Drs. H.Abd. Rajab K, SH.MH. 27 perkara
17 Drs.H.Mohammad Chanif, SH,MH. 29 perkara
18 Drs. Syahril, SH.MH. 13 perkara
19 Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. 30 Perkara
20 H. Munardi, SH. 27 Perkara
21 Drs. H. Hasan Bisri, SHMH 29 Perkara
22 Drs. H. Muzni Ilyas, Sh. MH. 29 perkara
23 Drs. H.Ghufron Sulaiman,S.H, M.Hum 25 perkara
24 Drs. H. Cholisin,SH, M.Hum 9 perkara
25 Drs. H. Roehan El Ghani, SH. 8 perkara
Jumlah perkara keseluruhan 550 perkara

Tabel 3.3 Rekapitulasi Kegiatan Hakim Tinggi Dalam Menangani Perkara
Banding Perkara Pengadilan Agama Se Jawa Timur

Tahun 2017

Untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang telah diputus sebanyak 544 perkara tersebut dengan rincian

sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan tingkat Banding berjumlah
450 perkara

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan TK Banding berjumlah
89 perkara

c. Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat diterima TK banding
berjumlah 5 perkara
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B.2 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk
memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk
penanganan perkara di MA, telah diterbitkan SK KMA Nomor
119/SK/KMA/VI11/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut peraturan tersebut, MA harus memutus perkara paling
lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua Majelis
Kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan
tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bulan
dan 5 bulan. Berikut rekapitulasi perkara tingkat pertama Pengadilan
Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2017 yang

diputus tepat waktu :

Diputus  Diputus 3 - Diputus Belum putus
s/d 3 5 bulan lebih 5 lebih Dari 5
bulan bulan bulan

1 2 3 4 5 6

1 PTA SURABAYA 467 62 16 28
2 PA.BANGIL 1.786 224 204 101
3 PA. BANGKALAN 2.216 338 129 86
4  PA.BANYUWANGI 4.334 1.085 1.515 558
5 PA. BAWEAN 154 60 22 15
6  PA.BLITAR 2.756 1.476 557 389
7  PA.BOJONEGORO 2.345 434 447 319
8  PA.BONDOWOSO 2.071 381 74 63
9  PA. GRESIK 1.978 293 179 168
10 PA.JEMBER 6.881 521 452 336
11 PA.JOMBANG 1.927 771 451 364
12 PA. KANGEAN 271 250 32 6
13  PA.KAB. KEDIRI 2.952 784 710 320
14 PA.KODYA KEDIRI 645 210 89 126
15 PA.KRAKSAAN 2.381 308 209 132

k, 02
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16 PA. LAMONGAN 1.959 639 323 113
17 PA.LUMAJANG 2.684 1.530 282 169
18 PA. KAB. MADIUN 903 544 154 164
19 PA.KODYA 293 104 72 51
MADIUN

20 PA.MAGETAN 1.021 436 98 76
21  PA.KAB. MALANG 6.237 1.297 852 414
22 PA.MALANG 2.088 658 383 304
23 PA. MOJOKERTO 2.460 546 341 297
24 PA.NGANJUK 1.809 551 189 172
25  PA.NGAWI 1.046 564 319 267
26  PA.PACITAN 754 213 48 10
27  PA. PAMEKASAN 1.747 164 69 28
28 PA.PASURUAN 1.871 218 44 34
29 PA. PONOROGO 1.942 404 311 146
30 PA. PROBOLINGGO 650 734 32 33
31  PA.SAMPANG 1.683 174 118 77
32 PA.SIDOARJO 3.298 890 368 470
33 PA.SITUBONDO 1.936 211 212 110
34 PA.SUMENEP 1.696 194 115 74
35 PA.SURABAYA 5.652 1.611 851 686
36 PA. TRENGGALEK 1.915 307 253 121
37 PA.TUBAN 2.467 349 534 119
38 PA.TL AGUNG 1.967 866 708 244

JUMLAH 81.242 20.401 11.762 7.190

Tabel 3.4 Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama
Diputus Tepat Waktu

B.3 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK

Berikut rekapitulasi perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali (PK) dan eksekusi Pengadilan Agama se Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk tahun 2017.
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P D P D P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PA. BANGIL 51 6 13 2 0 0 12 0
2 PA. BANGKALAN 5 0 3 2 0 0 0 0
3 PA. BANYUWANGI 20 27 7 10 1 1 3 3
4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PA. BLITAR 21 0 7 0 1 0 0 0
6 PA. BOJONEGORO 15 11 2 0 0 0 0 3
7 PA. BONDOWOSO 7 6 4 0 0 0 1 1
8 PA. GRESIK 11 10 5 4 2 1 4 0
9 PA. JEMBER 20 19 12 3 1 1 5 2
10 | PA.JOMBANG 19 14 6 2 0 0 1 1
11 | PA. KANGEAN 0 0 0 0 0 0 0 0
12 | PA. KAB. KEDIRI 14 12 4 4 1 1 2 1
13 | PA. KODYA KEDIRI 9 3 2 1 1 0 5 0
14 | PA. KRAKSAAN 21 16 6 2 0 0 1 0
15 | PA. LAMONGAN 2 2 1 0 0 1 0 0
16 | PA.LUMAJANG 13 2 2 1 0 0 3 1
17 | PA. KAB. MADIUN 6 0 2 0 0 0 0 0
18 | PA. KODYA MADIUN 6 5 2 1 1 1 0 1
19 | PA. MAGETAN 9 9 6 2 0 1 1 0
20 | PA. KAB. MALANG 31 33 12 6 1 0 3 1
21 | PA. KODYA MALANG 26 18 9 3 0 0 3 4
22 | PA. MOJOKERTO 10 0 2 0 1 0 2 2
23 | PA. NGANJUK 14 14 5 3 0 0 3 1
24 | PA.NGAWI 5 4 0 1 0 0 1 0
25 | PA. PACITAN 1 0 0 0 0 0 0 0
26 | PA. PAMEKASAN 6 8 1 3 0 0 0 1
27 | PA. PASURUAN 5 2 2 0 0 0 1 1
28 | PA. PONOROGO 26 21 5 6 0 0 1 0
29 | PA. PROBOLINGGO 2 3 2 2 0 0 1 1
30 | PA.SAMPANG 64 43 7 6 0 0 0 0
31 | PA.SIDOARJO 57 65 22 15 2 1 2 7
32 | PA. SITUBONDO 7 5 2 1 1 1 0 0
33 | PA. SUMENEP 6 0 4 0 0 0 0 0
34 | PA.SURABAYA 73 66 37 25 1 8 2 0
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35 | PA. TRENGGALEK 7 4 2 0 0 0 2 0
36 | PA.TUBAN 19 11 4 4 0 1 1 1
37 | PA. TULUNG AGUNG 21 0 8 0 0 0 1 0
JUMLAH 629 439 | 208 | 109 | 14 | 18 | 61 32

Keterangan : D = Dimohon ; P = Putus

Tabel 3.5 Rekapitulasi Perkara Dimohonkan Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali (PK) dan eksekusi

B.3.1 Putusan Yang Diajukan Banding

Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 yang mengajukan
perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 550
perkara.

B.3.2 Putusan Yang Diajukan Kasasi

Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 yang mengajukan
perkara Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 208
perkara.

B.3.3 Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2017 yang mengajukan
perkara Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI sejumlah 14
perkara.

B.4 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat,
dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dengan bantuan
mediator. Target mediasi perceraian biasanya diarahkan untuk merukunkan
kembali kedua belah pihak (suami dan istri) dan mendorong perceraian dengan
cara yang baik. Sebab, faktanya bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi
akibat hukum perceraian bisa dimediasikan.

Berikut data rekapitulasi laporan mediasi pada Pengadilan Agama di

wilayah Pengadilan Agama Tinggi Agama Surabaya tahun 2017 :

. 55
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Ber Tidak

hasil Layak

1 PA. BANGIL 350 2.202 6.554 286 276 10 0 0 339
2 PA. BANGKALAN 0 1.518 1.401 117 117 0 0 0 0
3 PA. BANYUWANGI 1.394 6.140 5.335 759 636 16 0 0 0
4 PA. BAWEAN 39 209 658 27 19 0 0 7 22
5 PA. BLITAR 0 550 0 550 450 22 0 79 0
6 PA. BOJONEGORO 468 3.025 8.998 575 307 0 0 268 266
7 PA. BONDOWOSO 218 2.468 4.733 284 213 3 0 69 160
8 PA. GRESIK 297 2.074 1.655 453 355 4 0 94 263
9 PA.JEMBER 778 14.507 14.372 578 1.069 4 0 0 719
10 PA.JOMBANG 3.042 2.750 2.266 451 343 3 0 62 428
11 PA. KANGEAN 119 673 1.792 62 62 0 0 0 94
12 PA. KAB. KEDIRI 0 503 0 503 498 5 0 0 0
13  PA. KODYA KEDIRI 159 930 729 115 115 0 0 0 144
14 PA.KRAKSAAN 0 2.829 2511 289 313 2 0 3 0
15 PA.LAMONGAN 444 2.883 2.175 683 408 17 232 352 406
16 PA.LUMAJANG 776 3.723 11.806 348 275 9 0 72 0
17  PA.KAB. MADIUN 350 1.742 6.072 201 200 1 0 0 362
18 PA. MADIUN 0 396 300 96 50 9 0 37 0
19 PA. MAGETAN 277 1.483 1.465 225 224 1 0 0 189
20 PA.KAB. MALANG 1.332 6.996 21.789 697 684 13 0 0 0
21 PA.MALANG 0 3.094 2.608 548 515 16 1 80 16
22 PA. MOJOKERTO 481 3.278 1.218 582 479 103 0 0 410
23  PA.NGANJUK 471 2.247 1.968 299 295 3 1 0 0
24 PA.NGAWI 0 1.933 1.645 288 161 2 0 125 0
25 PA.PACITAN 78 1.044 963 82 11 1 96 66 73
26 PA. PAMEKASAN 237 2.166 2.003 219 131 81 0 160 204
27 PA.PASURUAN 0 2121 1.844 277 209 6 0 62 0
28  PA. PONOROGO 152 2.033 1.849 259 160 1 0 98 77
29  PA. PROBOLINGGO 49 733 1.677 105 54 0 0 78 49
30 PA.SAMPANG 207 1.255 1.172 3.837 125 1 0 4 159
31 PA.SIDOARJO 692 4.728 13.059 588 484 38 3 42 807
32 PA.SITUBONDO 242 2277 5.755 248 246 2 0 0 160
33 PA.SUMENEP 227 1.873 1.952 2.924 211 1 1.518 116 259
34 PA.SURABAYA 1.429 8.094 6.065 1.181 1.078 19 0 0 1.395
35 PA. TRENGGALEK 293 2.400 591 206 201 4 1 0 246
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36 PA.TUBAN 535 3.255 2716 590 589 1 0 0
37 PA.T.AGUNG 0 3.488 3.023 418 367 19 183 0

JUMLAH 15.136 103.620 144.719 19.950 11.930 417 2.035 1.874

Tabel 3.6 Rekapitulasi Laporan Mediasi

B.5 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014
mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan
persiapan diversi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk
menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan
penetapan hari musyawarah diversi. Untuk jumlah perkara anak yang
berhasil diversi pada Pengadilan Agama wilayah PTA Surabaya sejumlah
0 (nol) perkara.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan
Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai
guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.
Aktivitas tersebut meliputi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan
terhadap sarana dan prasarana gedung serta fasilitas gedung yang dalam
pengelolaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah R.I. Nomor
38 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan sebagaimana diubah oleh Peraturan

Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 dan terakhir dirubah dengan

0

0

7.247
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Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta peraturan perundang-

undangan lainnya.
C.1 Sarana Dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung merupakan penunjang yang
penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas, berikut dapat digambarkan
dalam matrik berdasarkan pengelompokan kendaraan dinas, rumah dinas
dan sarana dan prasarana. Untuk kendaraan dinas sampai dengan akhir

tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

No. Uraian Tahun Kondisi Ket
Perolehan Baik Rusak | Rusak
Ringan | Berat

I. | Jenis Kendaraan Roda 4

1 | Sedan Camry 2004 - V -

2 | Sedan Altis 2004 \

3 | Sedan Altis 2008 - \ -

4 | Sedan Vios 2009 \ -

5 | Minibus Innova 2009 - \

6 | Minibus Avanza 2011 - - \

7 | Minibus Rush 2012 - \ -

8 | Minibus Veloz 2012 \ - -
II. | Jenis Kendaraan Roda 2

1 | Honda C 100 2001 - - \

2 | Honda NF 100 D 2002 - \ -

3 | Honda GLM II 2002 - \ -

4 | Honda NF 100 2002 - \ -

5 | Honda GLM II 2002 - \ -

6 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -

7 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -

8 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -

9 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -
10 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -
11 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -
12 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -
13 | Honda NF 125 SD 2005 - \ -
14 | Honda GLM Il 2005 - v

Tabel 3.7 Matrik Kendaraan Dinas Roda 4
dan Roda 2



disajikan dalam matrik sebagai berikut :

No

RN

dilingkungan pengadilan tinggi agama surabaya berikut :
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Untuk rumah dinas sampai dengan akhir tahun 2017 dapat

Uraian

Rumah Dinas

Rumah Dinas Ketua
Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas Panitera
Rumah Dinas Hakim
Tinggi

Rumah Dinas Wakil
Panitera

JUMLAH

[N R U -

Kondisi
Baik Rusak
Ringan

< |2 |2 <

Tabel 3.8 Matrik Rumah Dinas

Ket
Rusak
Berat

Sedangkan sarana dan prasarana di seluruh pengadilan agama

NO Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 | Ruang Ketua 38
2 | Ruang Wakil Ketua 38
3 | Ruang Hakim 35
4 | Ruang Panitera 38
5 | Ruang Sekertaris 38
6 | Ruang Sidang Umum 80
7 | Ruang Kepaniteraan 38
8 | Ruang Panitera Pengganti 38
10 | Ruang Lobi 38
11 | Ruang Arsip 38
12| Ruang Pentri 38
13 | Resepsionis 38
15 | Ruang Jurusita Pengganti 38
16 | Ruang Kesekretariatan 38
17 | Ruang Tunggu 38
18 | Ruang Perpustakaan 38
19 | Ruang Mediasi 38
20 | Ruang Bermain Anak 38
21 | Ruang Menyusui 38
22 | Ruang POSBAKUM 38
23 | Area Merokok 38
24 | Ruang Pelayanan 38
25 | Musholla 38

§, 59
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26 | Pos Satpam 38
27 | Area Parkir Pegawai 38
28 | Area Parkir Para Pihak 38
29 | Gudang 38
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

1 | Mesin Ketik Elektronik 10
2 | Mesin Fotokopi Elektronik 6
3 | Lemari Besi/ Metal 31
4 | Lemari Kayu 187
5 | Rak Besi 147
6 | Rak Kayu 124
7 | Filling cabinet besi 56
8 | Brandkas 39
9 | Buffet 17
10 | CCTV 24
11 | Papan Visual/ Papan Nama 47
12 | Peta 3
13 | LCD Proyektor/ infokus 13
14 | Layar LCD Proyektor 3
15 | Proyektor Speeder Breaked 1
16 | Mesin Antrian 3
17 | Meja Kerja Kayu 621
18 | Kursi Besi Metal 1281
19 | Kursi Kayu 301
20 | Sice 132
21 | Meja Rapat 45
22 | Meja Komputer 64
23 | Meja Telepone 14
24 | Meja Recepsionist 16
25 | A.C. Split 507
26 | Kipas Angin 106
27 | Televisi 57
28 | Tape recorder 7
29 | Amplifier 16
30 | Microphone 10
31 | Lambang Garuda Pancasila 17
32 | Tiang Bendera 25
33 | Kaca Hias 22
34 | Dispenser 16
35 | Mimbar/ Podiom 3
36 | Gucci 16
37 | Palu Sidang 12
38 | Lambang Instansi 12
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39 | Handy Cam 6
40 | DVD Player 5
41 | wireless mic 21
42 | UPS 39
43 | Camera Digital 13
44 | Telephone (PABX) 42
45 | Telephone Key 53
46 | Faximile 30
47 | Fingger Printer Time 39
48 | Kursi Dorong 2
49 | P.C. Unit 951
50 | Laptop 330
51 | Notebook 40
52 | Printer 447
53 | Scanner 23
54 | Server 27
55 | Router 20
56 | Bangku Panjang Kayu 88
57 | Meja Marmer 78
58 | Kursi Plastik 54
59 | Jam elektronik 36
60 | Sound System 26
61 | Cpu 6
62 | Monitor 7
63 | Genset 6
64 | Peralatan jaringan lainya 31
65 | Gordeyn 82
66 | Kursi Panjang Besi 39
67 | Ac windows 9
68 | Display 1
69 | Mesin Ketik Manual 22
70 | Kakulator 13
71 | peti Uang 4
72 | White Board 39
73 | Perkakas Kantor Lainya 16
74 | Meubelair Lainya 4
75 | Tando Air 3
76 | Stabilisator 19
77 | Timbangan Barang 1
78 | Karpet 2
79 | Compas 3
80 | Stand Mic 4
81 | Compact Disc Player 0
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82 | AC Standing 2
83 | Kompor Gas 1
84 | Tabung gas 1
85 | Equalizer 1
86 | Loudspeaker 9
87 | Metal Detector Hand 2
88 | Partisi 5
89 | Gambar Presiden/wakil 8
90 | Tenis Meja 1
91 | Aspar 7
92 | Wireless Acses Point 0
93 | Kabel Roll 4
94 | Mesin Potong Rumput 1
95 | Monografi 101
96 | Gps Receiver 2
97 | Papan Movitek 3
98 | Vacum Cleaner 1
99 | Intercom Unit 2
100 | Teropong 2
101 | Meja Kerja Besi 1
102 | Meja Tv/Nakas 1
103 | Tangga Aluminium 1
104 | Tripod Camera 1
105 | Mesin Ketik Elektronik 10
106 | Mesin Fotokopi Elektronik 6
107 | Lemari Besi/ Metal 31
108 | Lemari Kayu 187
109 | Rak Besi 147
110 | Rak Kayu 124
111 | Filling cabinet besi 56
112 | Brandkas 39
113 | Buffet 17
114 | CCTV 24
115 | Papan Visual/ Papan Nama 47
116 | Peta 3
104 | LCD Proyektor/ infokus 13
105 | Layar LCD Proyektor 3
106 | Proyektor Speeder Breaked 1
107 | Mesin Antrian 3
108 | Meja Kerja Kayu 621
109 | Kursi Besi Metal 1281

Tabel 3.9 Matrik Sarana Dan Prasarana
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan peningkatan

sarana dan prasarana sebagai berikut :

No Jenis Pengadaan

Nilai Pengadaan

e))

©)

1. | Pengadaan Pengolah Data

Rp. 272.305.000,00

Pengadaan Meubelair

Rp. 55.410.000,00

3. | Rehab Gedung Kantor dan
Rumah Dinas

Rp. 942.669.000,00

Tabel 3.10 Rekapitulasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana
PTA SurabayaTahun 2017

Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya juga telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana

gedung baik gedung kantor pengadilan maupun rumah dinas berupa

pembangunan, renovasi dan perluasan gedung yang terdiri atas :

NO | SATUAN KERJA NILAI KETERANGAN
PENGADAAN
@ () ©) (4)
1 | PASurabaya 303.325.000,00 | Belanja Modal Peralatan dan
Mesin, Peralatan dan Faislitas
Kantor
2 | PA Bojonegoro 109.285.000,00 Belanja modal alat pengolah data
3 | PA.Lamongan 260.000.000,00 | Beanja modal Gedung dan
Bangunan
4 | PA.Jember 185.000.000,00 | Belanja Modal alat pengola data
5 | PA.Banyuwangi 2.084.930.500,00 | Belanja Modal Renovasi dan
Perluasan Gedung Kantor Dan
Peralatan dan Mesin
6. | PA.Kab Kediri 90.000.000,00 | Belanja modal Paving Blok 483,7m2
7. | PA.-Tulungagung 120.000.000,00 | Belanja Modal peralatan dan Mesin
8. | PABlitar 170.000.000,00 | Belanja Modal Peralatan dan
Mesin, Peralatan dan Faislitas
Kantor
9. | PA.Malang Kodya 1.003.976.142,00 | Belanja Modal pengadaan tanah




e 2

Bab I11

féj%ﬁ Pembinaan Dan Pengelolaan

10. | PA.Lumajang 160.000.000,00 | Belanja Modal Pengadaan Pengolah
Data dan AC

11. | PA.-Tuban 109.917.000,00 | Belanja Modal Pengadaan Pengolah
Data

12. | PA.Mojokerto 252.799.850,00 | Belanja Modal alat pengola data

13. | PA.Sidoarjo 1.168.000.000,00 | Belanja Modal rehab dan Pengolah
Data

14. | PA.Jombang 145.418.300,00 | Belanja Modal Pengolah Data dan
Meubelair

15. | PA.Gresik 97.999.960,00 | Belanja Modal Pengolah Data

16. | PA.Bondowoso 2.039.272.400,00 | Belanja Modal Renovasi perluasan
Gedung dan Pengolah Data

17. | PA.Situbondo 3.218.523.722,00 | Belanja Modal rehab Gedung,
Peralatan dan mesin.

18. | PA.Trenggalek 186.250.000,00 | Belanja Modal meubelair dan
Pengolah Data

19. | PA.Nganjuk 198.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data dan
Meubelair

20. | PA.Pasuruan 552.954.300,00 | Belanja Modal Pengolah Data dan
Meubelair

21. | PA.Bangil 2.848.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data dan
Meubelair

22. | PA.Probolinggo 173.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

23. | PA Kraksaan 132.551.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

24. | PA.Madiun 585.000.000,00 | Belanja Modal rehab gedung

25. | PA.Kab Madiun 277.889.660,00 | Belanja Modal Pengolah Data

26. | PA.Ponorogo 243.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

27. | PA.Bangkalan 118.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

28. | PA.Pacitan 273.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

29. | PA Pamekasan 148.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

30. | PA.Sampang 2.643.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

31. | PA.Sumenep 298.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

32. | PA.Ngawi 543.999.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

33. | PA Kediri 297.665.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

34. | PA.Magetan 123.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

35. | PA.Kab Malang 165.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data
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36. | PA.Kangean 185.988.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data
37. | PA.Bawean 186.000.000,00 | Belanja Modal Pengolah Data

Tabel 3.11 Rekapitulasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun 2017

C.1.2 Pemeliharaan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang dilakukan
melalui belanja barang meliputi bangunan dan lingkungan gedung
kantor pengadilan serta rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya pada tahun 2017 terdiri dari :

No. Jenis Pemeliharaan Vol Nilai
Pemeliharaan
1. Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor 1.524 m? 284.717.600,00
Rumah Dinas
2. 40.160.000,00
3. Peralatan Dan Mesin (Kendaraan Roda 2 22 Unit
dan 4) 408.488.731,00
4, Laptop, P.C, Printer, AC 110 Unit

Tabel 3.12 Pemeliharaan Gedung dan Sarana dan Prasarana
Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2017

Sedangkan untuk beberapa pemeliharaan bangunan dan
lingkungan gedung kantor, serta rumah dinas pada Pengadilan Agama di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2017 adalah

sebagaimana dalam tabel berikut ini :

NO SATUAN KERJA JENIS LUAS NILAI
PEMELIHARAAN (M2)
™ ) (©) (4) ©®)
1 PA.BANGIL Gedung Kantor 1533 83.991.000,00
2 PA. BANGKALAN Gedung Kantor 2862 172.579.000,00
| 65
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10

11

12
13
14
15

16

17
18

19
20
21

22

23

24

25

PA. BANYUWANGI
PA. BAWEAN

PA.BLITAR
PA. BOJONEGORO
PA. BONDOWOSO
PA. GRESIK
PA. JEMBER

PA. JOMBANG

PA. KANGEAN

PA. KAB.KEDIRI
PA. KODYA KEDIRI
PA. KRAKSAAN
PA. LAMONGAN

PA. LUMAJANG
PA.KAB. MADIUN

PA. KODYA
MADIUN

PA. MAGETAN
PA. KAB. MALANG

PA. KODYA
MALANG

PA. MOJOKERTO

PA. NGANJUK

PA. NGAWI

PA.PACITAN

Mess dan Gedung arsip

Gedung Kantor
Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor

Rumah Dinas

Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor

Rumah Dinas
Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Rumah Dinas
Gedung Kantor

Gedung Kantor
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1200
1600
270
140
1587
910
404
694
1120
70
2148
75
331
70
1380
1423
960
1867
107
2500

1102

73
1245
1800

1351,5

200
800
125
951

391
1600

1400

39.899.000,00
59.253.000,00
48.280.000,00
14.000.000,00
78.000.000,00
10.950.000,00
52.602.000,00
113.612.000,00
107.204.000,00
10.000.000,00
153.122.000,00
40.500.000,00
83.538.500,00
12.250.000,00
140.280.000,00
110.180.000,00
85.371.600,00
197.764.500,00
26.229.000,00
239.891.000,00
79.850.000,00
119.730.000,00

4.670.000,00
134.000.000,00
258.826.650,00
135.254.840,00

18.239.500,00
107.914.200,00
7.770.000,00
85.590.000,00

25.000.000,00
109.460.000,00

121.100.000,00



Rumah Dinas
Gedung Kantor

Gedung Kantor

Gedung Kantor
Rumah Dinas
Gedung Kantor

Gedung Kantor
Rumah Dinas
Gedung Kantor

Gedung Kantor
Rumah Dinas
Gedung Kantor
Rumah Dinas

Gedung Kantor
Rumah Dinas
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664

2194

1440

499
97
400

5665
1290
2100

780
656
1015
70

1628
4909

44.796.000,00
113740000,00

149.052.000,00

7.410.000,00
4.850.000,00
54.293.500,00

151.661.000,00
52.000.000,00
220.988.000,00

88.320.000,00
32.370.000,00
139.920.000,00
6.982.540,00

140.812.200,00
24.447.900,00

Tabel 3.13 Pemeliharaan Kantor pada Pengadilan Agama
Se Jawa Timur Tahun 2017

-"_i;jﬂ‘faﬁ
26 | PA.PAMEKASAN
27 | PA. PROBOLINGGO
28 | PA SAMPANG
29 | PA SIDOARJO
30 | PA SUMENEP
31 | PA.SURABAYA
32 | PA. TRENGGALEK
33 | PA.TUBAN
34 | PA. T.AGUNG

C.2 Pengelolaan

C.2.1 Penghapusan

Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

pada tahun 2017 telah melaksanakan penghapusan pada Barang Milik

Negara pada aset berupa peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai

berikut:
NO SATUAN KERJA NO.BAST/TANGGAL NILAI
1. PTA. Surabaya 148.e/BUA/SK/07/2017/19 Juli 2017 7.600.000,00
2. PA. Bojonegoro 975/2017 KPKNL 5.750.000,00
3. PA. Mojokerto 22.a/BUA/SK/02/2017/ 02 Februari 2017 1.200.000,00
4, PA. Kediri 13.n/BUA/SK/01/2017/ 25 Januari 2017 1.466.527,00
129.d/BUA/SK/04/2017/28 April 2017 2.000.000,00
129.e/BUA/SK/04/2017/28 Aprﬂ 2017 8.700.000,00

Tabel 3.14.Penghapusan pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Tahun 2017
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C.2.2 Penetapan Status

Penetapan Status yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2017 adalah

sebagaimana dalam tabel berikut ini :

NO SATUAN KERJA NO.BAST/ TANGGAL NILAI TOTAL

1 | PTA Surabaya 02/KM.6/WKN.10/KNL.01/201 351.000.000,00
7/03 Januari 2017
184/BUA/SK/09/2017/ 29 1.879.960.669,00
September 2017
114/KM.6/WKN.10/KNL.01/20 293.752.800,00
17/05 Mei 2017

2. | PA.Jombang 185/BUA/SK/10/2017/ 2 287.867.720,00
Oktober 2017

3. | PA.Kod. Madiun | 85/KM.6/WKN.10/KNL.06/ 668.025.919,00
2017/03 Mei 2017

4. | PA.Kangean 549/BUA.4/PL.07/10/2017/30 585.865.145,00
Oktober 2017
181/BUA/SK/09/2017/29 671.159.010,00
September 2017

5. | PA. Nganjuk 115/KM.6/WKN.10/KNL.01/ 2.308.780.000,00
2017 (08 Mei 2017)
118/KM.6/WKN.10/KNL.01/ 180.000.000,00
2017 (08 Mei 2017)
182/BUA/SK/09/2017 725.158.890,00

6. | PA. Magetan 39 / KM.6/WKN.10/KNL.06/ 433.440.677,00
2017 (01 Maret 2017)
42/KM.6/WKN.10/KNL.06/201 9.245.991.850,00
7 (01 Maret 2017)

7. | PA.Probolinggo | 562/BUA.4/PL.07/10/2017/31 1.572.974.2018,00
Oktober 2017

8. | PA. Sidoarjo 40/KM.6/WKN.10/KNL.02/201 3.046.060.737,00
7 /21 Nopember 2017

9. | PA. Trenggalek 147/BUA/SK/7/2017/13 Juli 188.000.000,00
2017

Tabel 3.15.Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2017
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se

sebagaimana dalam tabel berikut:

Jawa Timur pada tahun 2017 telah menerima aset Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok

NAMA
No | SATUAN KERJA BARANG ASAL NO BAST TANGGAL NILAI (Rp)
(1) (2) (3) 4 (5) (6)
1. | PTA Surabaya Buku Badilag | 308/DjA.1/PL.08/1/2017 20.951.300,-
Buku (19-01-2017)
2137/DjA.1/PL.06/9/2017 7.244.300,-
(28-9-2017)
2. | PA. Bangil Logo PA. BUA 137/BUA.7/BAST/BMN/11/20 3.775.176,-
Bangil 17 /10 Nopember 2017
3. | PA. Bangkalan Buku Badilag | 364/DjA.1/PL.04/11/2017/ 27 5.702.340,-
Nopember 2017
4. | PA.Bojonegoro | Lambang BUA 324/BUA.1/SPK/7/2017 3.681.832,-
instansi
5. | PA. Bondowoso | Monografi Badilag | 42/PAN/BAST/BKPT/12/2015 552.700,-
PC. Unit (10-03-2017) 14.454.900,-
Monografi 41/PAN/BAST/APDSP/12/201
5 (10-03-2017) 183.400,-
0053T/663712/2017
(24-10-2017)
6. | PA.Jember Badilag | 336/DJA.1/PL.04/11/2017/27 22.111.870,-
Nopember 2017
7. | PA. Jombang Buku Badilag | 348/DJA.1/PL.04/11/2017/27 10.773.460,-
Register Nopember 2017
dan
Blangko
Akte Cerai
8. | PA. Bangkalan PC All in Badilag | 288/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
One (31-03-2017) 552.700,-
Buku W13-A/867/PL.07/3/2017
Buku (10-03-2017) 183.400,-
W13-A/3003/PL.07/10/2017
(03-10-2017)
9. | PA. Malang Logo PA. BUA 324/BUA.7/SPK/7/2017 3.712.940,-
Malang
10. | PA. Kangean PC Allin Badilag | 273/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.000,-
One (19-01-2017)
Buku W13-A/876/PL.07/3/2017 484.800,-
Buku (10-03-2017)
W13-A/3012/PL.07/10/2017 183.400,-
, 69




j %# ' Bab I11
E}%"Q_ Pembinaan Dan Pengelolaan
(03-10-2017)
11. | PA.Kod. Kediri | PC Allin Badilag | 270/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
One (19-01-2017)
Buku W13-A/878/PL.07/3/2017 318.600,-
(10-03-2017)
12. | PA. Kab. PC Allin Badilag | 41/PAN/BAST/APDSP/12/201 37.213.360,-
Malang One, TV 5 (21-12-2015) 183.400,-
48” 2 Unit 0053T/663712/2017
& Braket (19-08-2017)
Monografi
13. | PA. Kraksaan PC Allin Badilag | 41/PAN/BAST/BKPT/12/2015 14.454.000,-
One (21-12-2015) 552.700,-
Buku 42/PAN/BAST/APDSP/12/201 183.400,-
Buku 5 (21-12-2015)
0053T/663712/2017
(19-08-2017)
14. | PA.Lamongan | PC Allin Badilag | 41/PAN/BAST/BKPT/12/2015 14.454.000,-
One (21-12-2015) 552.700,-
Buku 42/PAN/BAST/APDSP/12/201 183.400,-
Buku 5 (21-12-2015)
0053T/663712/2017
(19-08-2017)
15. | PA. Lumajang PC Allin Badilag | 263/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
One (19-01-2017) 552.700,-
Buku W13-A/867/PL.07/3/2017 183.400,-
Buku (10-03-2017)
W13-A/3003/PL.07/10/2017
(03-10-2017)
16. | PA. Magetan PC Allin Badilag | 261/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
One (19-01-2017) 552.700,-
Buku W13-A/3861.19/PL.07/12/2015
Buku (16-03-2017) 183.400,-
W13-A/3020/PL.07/10/2017
(03-10-2017)
17. | PA. Mojokerto PC Allin Badilag | 259/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
One (19-01-2017) 552.700,-
Buku W13-A/887/PL.07/3/2017
Buku (10-03-2017) 183.400,-
W13-A/3023/PL.07/10/2017
(03-10-2017)
18. | PA. Nganjuk Buku Badilag | 352/DjA.1/PL.04/11/2017 8.907.310,-.
Buku
19. | PA. Pamekasan | Logo BUA | 324/BUA.7/SPK/7/2017/7 3.712.940
Mahkamah September 2017
Agung
20. | PA. Sampang PC Allin Badilag | 241/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
One (19-01-2017) 552.700,-
Buku W13-A/895/PL.07/3/2017
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(10-03-2017)
21. | PA. Situbondo Buku Badilag | W13-A/897/PL.07/3/2017 552.700,-
Buku (21-03-2017) 183.400,-
W13-A/3033/PL.07/10/2017
(19-08-2017)
22. | PA. Sumenep Buku Badilag | 366/DjA.1/PL.04/11/2017/27 6.401.490,-
Nopember 2017
23. | PA. PC Allin Badilag | 226/DjA.1/PL.04/1/2017 14.454.900,-
Tulungagung One (19-01-2017)
Buku W13-A/902/PL.07/3/2017 552.700,-
(10-03-2017)

Tabel 3.16 Transfer Masuk Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung Dilingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2017

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-
undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran,
penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala
Bagian Perencanaan dan Anggaran, Kepala Bagian Umum dan Keungan
dan Kepala Sub Bagian / Kepala Urusan Keuangan dan Pelaporan selaku
pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola

Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh
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Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang
dijabat oleh Kepala sub Bagian Kepegawaian dan TI, Penguji SPP/Pejabat
Penanda Tangan SPM yang dijabat Kepala Urusan Keuangan dan
Pelaporan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta Pejabat

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

D.1 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu
perencanaan untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dikenal dengan Rencana
Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK-L) dan perencanaan 1
(satu) tahun berkenaan yang disebut Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK).

RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari
Rencana Kerja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Perencanaan dan
penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun
berdasarkan kebutuhan kantor dan dibatasi dengan pagu realistis,
dimulai dari penetapan pagu indikatif, pagu sementara, penelaahan RKA

K-L sampai dengan turunnya pagu definitif.

D.1.1 Penyusunan RKA-KL 2017
Penyusunan RKA-KL tahun 2017 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman
target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja
RKA-KL.

2. Dalam rangka penyusunan RKA-KL dimaksud Satker wajib :

a. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu

Indikatif tahun 2017;
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b. Mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun 2017;

c. Melampirkan dokumen data pendukung Term Of Reference (TOR)
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta data dukung terkait.

3. RKA-KL yang telah disusun tersebut, diusulkan ke PTA Surabaya
untuk kemudian dirasionalisasi sesuai dengan tahapan pagu yang
dialokasikan oleh Biro Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung RI.

4. Hasil susunan RKA-KL yang telah dirasionalisasikan tersebut diatas
kemudian diusulkan / diteruskan ke Mahkamah Agung RI.

5. Setelah RKA-KL dibahas antara Mahkamah Agung RI dengan DPR,
Mahkamah Agung RI bersama dengan PTA Surabaya melakukan
penelaahan untuk meneliti :

a. RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan
pagu yang ditetapkan;

b. Kesesuaian Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya
(RAB) dan dokumen pendukung dengan RKA-KL;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila rincian
biaya yang tercantum dalam Kertas Kerja RKA -KL tidak terdapat
dalam Standar Biaya Umum.

Pada DIPA 005.01 tahun anggaran 2017 awal tahun Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya terdapat 2 program dengan total anggaran
sebesar Rp. 26.196.936.000 (Dua puluh enam milyar seratus sembilan
puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) Rp. 24.862.913.000.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung (005.01.02.1071) Rp. 1.334.023.000.
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Sedangkan RKA-KL pada DIPA 005.04 tahun anggaran 2017 pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdapat 1 program dengan total
anggaran sebesar Rp. 184.830.000 (Seratus delapan puluh empat juta

delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

D.1.2 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2017
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setelah DIPA disahkan

oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan R.I., setiap Satker
menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman
pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA. DIPA tahun anggaran 2017 di
lingkungan PTA Surabaya, terbagi dalam 3 (tiga) program sesuai dengan
RKA-KL 2017, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066)

Yang terdiri dari :

a. Belanja pegawai (51) Gaji Dan Tunjangan Komponen 001,

b. Belanja Barang (52) Operasional komponen 002, dan

c. Belanja Barang (52) Non Operasional komponen 051.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung (005.01.02.1071)

Yang terdiri dari :

a. Belanja Modal (53) Pengadaan Teknologi Informasi berupa

pengembangan server;
b. Belanja Modal (53) Pengolah Data Dan Komunikasi dan Pengolah
Data Pendukung SIPP;
c. Belanja Modal (53) Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran;

d. Belanja Modal (53) Renovasi Gedung dan Perluasan Parkir;

g, 74
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)
Yang terdiri dari :
a. Belanja barang (52) komponen 051 Pembinaan dan Pengawasan.
b. Belanja Barang (52) komponen 053 Dukungan Manajemen
Penyelesaian Perkara.
Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017, tiap Satker di lingkungan
PTA Surabaya telah membentuk tim pengelola keuangan yang terdiri dari
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran,
dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Dimana
diawali dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Mahkamah Agung RI Nomor 365/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya. Pada
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ditindak lanjuti dengan
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor W13-A/29/KU.01/SK/1/2017 tentang pembentukan tim
pengelola keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
Anggaran 2017 yang direvisi dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-
A/1926/KU.01/5K/1/2017 karena pergantian Kuasa Pengguna Anggaran
serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W13-
A/28/KU.01/SK/1/2017 tentang Penunjukan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun

anggaran 2017.



| %_aﬂ ' Bab |11

’fﬁ%ﬁ% Pembinaan Dan Pengelolaan

D.1.3 Revisi Anggaran

Apabila dalam pelaksanaan anggaran ada kesalahan administrasi
dalam DIPA atau dalam pelaksanaannya dirasa kurang sesuai dengan
kebutuhan kantor, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan
revisi.

Revisi anggaran meliputi :

1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau
pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran  rincian
anggarannya;

2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap; dan atau

3. Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi

Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran dibagi dalam 5 (lima)
kelompok yakni :

1. Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran;

2. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;
3. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I
Kementerian/Lembaga;

4. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dan

5. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.

Pada Tahun Anggaran 2017 Tata cara revisi anggaran diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang kemudian dilakukan
perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.02/2017.
Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor:

PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Pada Direktorat
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Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum

Tahun Anggaran 2017.

Pada tahun 2017 telah dilakukan Revisi anggaran sebagai berikut:

a. Revisi yang pertama adalah revisi administrasi perubahan pejabat
perbendaharaan dari panitera/sekretaris ke sekretaris dengan tanggal
11 April 2017 dengan nilai anggaran tetap.

b. Revisi yang kedua adalah penambahan dari APBN Perubahan tanggal
06 Oktober 2017 dengan penambahan anggaran rehabilitasi gedung
kantor Rp.200.000.000 dan peralatan perkantoran Rp.150.000.000

c. Revisi ketiga adalah penambahan PAGU belanja pegawai tanggal 20
Desember 2017 oleh Biro Perencanaan Dan Anggaran Mahkamah
Agung RI dengan penambahan sebesar Rp.891.448.000

D.1.4 Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2018

Penelaan PAGU definitif RKA-KL tahun anggaran 2018 telah
dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2017
antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di
Jakarta, baik alokasi anggaran DIPA (05) Badan Urusan Administrasi
maupun anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama. Untuk alokasi
anggaran DIPA (05) Badan Urusan Administrasi pada semua Pengadilan
Agama se wilayah PTA Surabaya dan satuan kerja PTA Surabaya dapat

digambarkan sebagai berikut :
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Grafik 3.5 Komposisi Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2018

DIPA Tahun Anggaran 2018 telah terbit dengan tertanggal 05

Desember 2017 pada semua satuan kerja Pengadilan Agama dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

No

DATA SATUAN KERJA

KODE
308170

309125

401240

401241

401256

401257

401262

401263

SATKER
Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya
Pengadilan Agama
Surabaya

Pengadilan Agama
Surabaya
Pengadilan Agama
Mojokerto

Pengadilan Agama
Mojokerto
Pengadilan Agama
Sidoarjo

Pengadilan Agama
Sidoarjo

AKUN
(2 DIGIT)

51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang

53 Belanja Modal
52 Belanja Barang

, 78

PAGU
(ribuan rupiah)
23.730.929

1.912.296
160.000
180.830

10.726.873
1.101.028
263.500
172.000
3.752.740
799.577
199.000
85.900
5.091.899
788.722

80.000
139.400
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401271

401272

401287

401288

401293

401294

401307

401308

401322

401323

401338

401339

401344

401345

401350

Pengadilan Agama
Jombang

Pengadilan Agama
Jombang
Pengadilan Agama
Bawean

Pengadilan Agama
Bawean
Pengadilan Agama
Gresik

Pengadilan Agama
Gresik

Pengadilan Agama
Bojonegoro

Pengadilan Agama
Bojonegoro
Pengadilan Agama
Lamongan

Pengadilan Agama
Lamongan
Pengadilan Agama
Jember

Pengadilan Agama
Jember

Pengadilan Agama
Bondowoso

Pengadilan Agama
Bondowoso
Pengadilan Agama
Situbondo
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51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang

51 Belanja Pegawai

3.723.545
1.005.357
197.000
123.900
2.226.365
529.933
48.000
15.700
3.813.176
751.713
176.000
67.000
6.347.588
770.368
112.000
127.400
6.056.221
967.018
181.000
125.400
8.198.204
904.082
160.000
198.000
3.297.113
623.787
6.460.500
75.000

2.827.202
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401351

401369

401370

401375

401376

401381

401382

401390

401391

401401

401402

401410

401411

401426

Pengadilan Agama
Situbondo
Pengadilan Agama
Banyuwangi

Pengadilan Agama
Banyuwangi
Pengadilan Agama
Kab. Kediri

Pengadilan Agama
Kab. Kediri
Pengadilan Agama
Tulungagung

Pengadilan Agama
Tulungagung
Pengadilan Agama
Trenggalek

Pengadilan Agama
Trenggalek
Pengadilan Agama
Blitar

Pengadilan Agama
Blitar

Pengadilan Agama
Nganjuk

Pengadilan Agama
Nganjuk
Pengadilan Agama
Malang
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52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang

51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang

51 Belanja Pegawai

52 Belanja Barang
53 Belanja Modal

. 80
<

809.956
82.000
108.400

11.060.414
770.066
6.208.999
231.000
7.942.475
847.759
215.500
98.400
6.190.798
937.265
208.250
96.900
3.007.065
616.495
48.000
62.000
6.876.533
716.310
312.000
72.900
2.982.166
806.228
48.000
50.000
4.863.875

763.932
80.000
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401427

401432

401433

401441

401442

401457

401458

401463

401464

401472

401473

401488

401489

401494

401495

Pengadilan Agama
Malang
Pengadilan Agama
Pasuruan

Pengadilan Agama
Pasuruan
Pengadilan Agama
Bangil

Pengadilan Agama
Bangil

Pengadilan Agama
Probolinggo

Pengadilan Agama
Probolinggo
Pengadilan Agama
Kraksaan

Pengadilan Agama
Kraksaan
Pengadilan Agama
Lumajang

Pengadilan Agama
Lumajang
Pengadilan Agama
Madiun

Pengadilan Agama
Madiun
Pengadilan Agama
Magetan

Pengadilan Agama
Magetan
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52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang

53 Belanja Modal
52 Belanja Barang

68.800
3.917.932
648.986
240.000
53.500
3.341.692
800.460
265.410
64.000
3.291.926
788.019
48.000
53.000
2.849.717
664.735
48.000
71.000
8.528.306
887.254
241.000
106.600
3.840.801
747.615
80.000
62.100
3.430.275
706.432

48.000
45.000
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401508

401509

401514

501515

401520

401521

401539

401540

401545

401546

401551

401552

401560

401561

401576

Pengadilan Agama
Ngawi

Pengadilan Agama
Ngawi

Pengadilan Agama
Ponorogo

Pengadilan Agama
Ponorogo
Pengadilan Agama
Pacitan

Pengadilan Agama
Pacitan
Pengadilan Agama
Pamekasan

Pengadilan Agama
Pamekasan
Pengadilan Agama
Bangkalan

Pengadilan Agama
Bangkalan
Pengadilan Agama
Sampang

Pengadilan Agama
Sampang
Pengadilan Agama
Sumenep

Pengadilan Agama
Sumenep
Pengadilan Agama
Kangean

Bab I11

Pembinaan Dan Pengelolaan

51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
52 Belanja Barang

51 Belanja Pegawai

3.516.369
714.971
493.000

30.000

3.636.633
588.396
111.600

28.800

3.234.437

806.376
92.000
29.000

2.686.242

797.456
48.000
45.000

3.058.580

865.811
48.000
64.500

2.427.306
595.952

4.257.629

52.000

2.831.550

987.954
48.000
81.000

2.253.478
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- 52 Belanja Barang 609.343

I 53 Belanja Modal 48.000

. 401544 Pengadilan Agama 52 Belanja Barang 55.500
Kangean

. 403030 Pengadilan Agama 51 Belanja Pegawai 3.206.710
Kab. Madiun

- 52 Belanja Barang 785.934

I 53 Belanja Modal 137.000

. 403031 Pengadilan Agama 52 Belanja Barang 36.000
Kab. Madiun

. 403046 Pengadilan Agama 51 Belanja Pegawai 2.637.471
Kediri

I 52 Belanja Barang 704.737

I 53 Belanja Modal 32.000

. 403047 Pengadilan Agama 52 Belanja Barang 25.500
Kediri

. 450737 Pengadilan Agama 51 Belanja Pegawai 6.442.750
Tuban

- 52 Belanja Barang 719.884

I 53 Belanja Modal 286.000

. 450738 Pengadilan Agama 52 Belanja Barang 103.500
Tuban

. 604730 Pengadilan Agama 51 Belanja Pegawai 6.515.013
Kab. Malang

- 52 Belanja Barang 1.195.658

I 53 Belanja Modal 112.000

. 604731 Pengadilan Agama 52 Belanja Barang 191.400
Kab. Malang

Tabel 3.17 Rekapitulasi Anggaran Pengadilan Agama Se-Jawa Timur Tahun
Anggaran 2018

D.2 Pelaksanaan Anggaran
Pada tahun anggaran 2017 terdapat 3 (tiga) program pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh satuan kerja di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya :
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Program ini tertuang dalam DIPA Badan urusan administrasi (01)

yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

., 83
e
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mBelPegrwai  ®Ael.Barang = Bel Modal

1.903 857.000
7.56%

A24.000.000
1.88%

Grafik 3.6 Komposisi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
DIPA 005.01 TA 2017

® Bel.Pegawal o Bel.Barang = Bel Modal

19.299.089.000

7.67
31.692.495.000 b

12.59%

200.668.241.00
0
79.74%

Grafik 3.7 Komposisi Anggaran Pengadilan Agama Se Jawa Timur
DIPA 005.01 TA 2017

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang
maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat
negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan
diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang
bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung

tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, yang
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penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, lembur
dan uang makan PNS. Berikut ini adalah pagu dan realisasi

belanja Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya :

Pagu DIPA Rp. 22.841.617.000,-
Realisasi DIPA Rp. 22.588.866.798, -
Sisa Pagu DIPA Rp. 252.750.202,-

22 5BE.EG6.798
(988

22.841.617.
(100.00%)

252.750.202
{1.11%)

e y
:

PaGU HEALISAS] 5154

Grafik 3.8 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01
TA 2017

Serta pada belanja pegawai seluruh Pengadilan Tinggi Agama
dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya sebagai berikut:

Pagu DIPA Rp. 200.668.241.000,-
Realisasi DIPA Rp. 188.700.014.417,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 11.968.226.583,-
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Grafik 3.9 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Pengadilan Agama Sejawa Timur DIPA 005.01
TA 2017

2. Belanja Barang
Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis
pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun yang tidak dipasarkan. Berikut ini adalah pagu dan
realisasi belanja barang pada Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya sebagai berikut :

Pagu DIPA Rp. 2.021.296.000,-
Realisasi DIPA Rp. 2.014.975.482,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 6.320.518, -
2,021 . 296,000 2014975 482
13 o, D0 {09 Ga,

6320518
{D.31%])

PAGLE REALISAS] Sisf,

Grafik 3.10 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2017
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Untuk belanja barang seluruh Pengadilan Agama di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:

Pagu DIPA Rp. 31.692.495.000,-
Realisasi DIPA Rp. 31.280.813.856,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 411.681.144,-
21693 A% KN 31280813856
{100 00%) [ FON,
a1 .c]:'hfrj-.alu
==
PaGU REALISASE 5058,

Grafik 3.11 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang
Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
DIPA 005.01 TA 2017

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset
dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi
aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Selama tahun anggaran 2017, belanja modal dialokasikan untuk
Pembangunan Gedung Kantor, Renovasi dan perluasan gedung kantor,
Prasarana Lingkungan Kantor dan fasilitas perkantoran. Satuan kerja
yang mendapat belanja modal pembangunan gedung kantor dan
renovasi dan perluasan gedung kantor tersebut, antara lain :

1. Pengadilan Agama Banyuwangi, berupa Renovasi dan perluasan

gedung kantor (Lanjutan) dengan PAGU Rp.2.502.000.000 dengan
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realisasi Rp.2.501.923.000

2. Pengadilan Agama Sampang, berupa Renovasi dan perluasan gedung
kantor (Lanjutan) dengan PAGU Rp.5.223.746.000 dengan realisasi
Rp.5.002.091.900

3. Pengadilan Agama Bondowoso, Renovasi dan perluasan gedung kantor
(Lanjutan) dengan PAGU Rp.2.497.778.000 dengan realisasi
Rp.2.379.951.999

Berikut pagu dan penyerapan realisasi belanja modal pada

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya :

Pagu DIPA Rp.  1.334.023.000,-
Realisasi DIPA Rp.  1.275.334.000,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 58.689.000,-

1.275,434.000
(9560,

1334027300
{ 100000

58.689. 00
(430

PaGU REALISAS) 5154

Grafik 3.12 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Modal
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2017

Untuk belanja modal pada seluruh Pengadilan Agama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

Pagu DIPA Rp. 19.299.089.000,-

Realisasi DIPA Rp. 18.913.706.115,-

Sisa Pagu DIPA Rp. 385.382.885,-
, 88
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Grafik 3.13 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Modal
Pengadilan Agama SeJawa Timur DIPA 005.01 TA 2017

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terdiri dari belanja barang yang dipergunakan untuk pengeluaran
yang berkaitan dengan teknis peradilan agama meliputi belanja barang
untuk sidang keliling, prodeo dan belanja bahan untuk penyelesaian
perkara.

Berikut pagu dan Penyerapan realisasi belanja barang untuk DIPA

04 pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Pagu DIPA Rp. 184.830.000,-
Realisasi DIPA Rp. 184.367.414,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 462.586,-
184 367.414
184 830,000 {999.75%)

(1D0.00%)

462.586
{0.25%)

.-

FAGL REALISAS) 5154

Grafik 3.14 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.04 TA 2017
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Serta pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA Rp. 2.840.430.000,-
Realisasi DIPA Rp. 2.792.895.914,-
Sisa Pagu DIPA Rp. 47.534.086,-

¥ 3
3 RADAR0.000 2. 70F RUS 914

{10 GO (R, 33H)
AF 5Aa ik
§1.6 %)

PAGL HEALISAS] L

Grafik 3.15 Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama
SeJawa Timur DIPA 005.04 TA 2017

Pelaksanaan anggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya adalah sebagai berikut :

. DATA SATUANKERJA  AKUN PAGU REALISASI
"KODE'|'SATKER | (2DIGIT) (Rp.) (Rp.)

308170 Pengadilan Tinggi 51 22.841.617.000 22.588.866.798
Agama Surabaya

52 2.021.296.000  2.014.975.482

53 1.334.023.000  1.275.334.000

309125 Pengadilan Tinggi 52 184.830.000 184.367.414
Agama Surabaya

401240 Pengadilan 51 11.152.015.000  11.054.391.842
Agama Surabaya

52 1.097.428.000  1.094.833.144

53 228.000.000 226.918.500

401241 Pengadilan 52 166.500.000 165.980.000
Agama Surabaya

401256 Pengadilan 51 3.759.283.000  3.372.935.234
Agama Mojokerto

52 822.237.000 817.892.881

53 217.000.000 216.206.500
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401257

401262

401263

401271

401272

401287

401288

401293

401294

401307

401308

401322

401323

401338

Pengadilan
Agama Mojokerto
Pengadilan
Agama Sidoarjo

Pengadilan
Agama Sidoarjo
Pengadilan
Agama Jombang

Pengadilan
Agama Jombang
Pengadilan
Agama Bawean

Pengadilan
Agama Bawean
Pengadilan
Agama Gresik

Pengadilan
Agama Gresik
Pengadilan
Agama
Bojonegoro

Pengadilan
Agama
Bojonegoro
Pengadilan
Agama
Lamongan

Pengadilan
Agama
Lamongan
Pengadilan
Agama Jember

52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52

53
52

51

52
53
52

51

52
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99.500.000
5.357.133.000
795.482.000
607.500.000
137.000.000
4.002.909.000
998.657.000
222.500.000
91.500.000
2.344.178.000
537.133.000
142.500.000
4.500.000
3.813.176.000
758.863.000
135.000.000
19.000.000
6.393.447.000
779.108.000

122.500.000
125.000.000

6.312.812.000

982.198.000

157.500.000

93.000.000

8.768.196.000

920.082.000

99.440.000
5.334.419.538
795.235.952
601.440.066
121.989.000
3.972.937.576
982.469.039
221.660.000
91.184.000
2.019.301.534
503.362.572
142.120.000
4.200.000
3.815.889.918
758.038.800
134.917.200
19.000.000
6.312.731.305
778.896.904

122.094.000
125.000.000

6.105.677.492

975.302.292

157.500.000

93.000.000

8.680.948.024

881.924.187
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401339

401344

401345

401350

401351

401369

401370

401375

401376

401381

401382

401390

Pengadilan
Agama Jember
Pengadilan
Agama
Bondowoso

Pengadilan
Agama
Bondowoso
Pengadilan
Agama Situbondo

Pengadilan
Agama Situbondo
Pengadilan
Agama
Banyuwangi

Pengadilan
Agama
Banyuwangi
Pengadilan
Agama Kab.
Kediri

Pengadilan
Agama Kab.
Kediri
Pengadilan
Agama
Tulungagung

Pengadilan
Agama
Tulungagung
Pengadilan
Agama
Trenggalek

53
52

51

52

53

52

51

52

53

52

51

52

53
52

51

52
53
52

51

52
53
52

51

52
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299.000.000
211.000.000

3.297.113.000

632.787.000

2.647.500.000

53.500.000

2.993.987.000

817.498.000

367.500.000

122.000.000

10.777.383.000

782.026.000

2.742.100.000
213.000.000

8.210.075.000

854.059.000
302.500.000
112.000.000

6.406.664.000

978.643.000
237.000.000
110.500.000

3.860.860.000

671.295.000

299.000.000
210.893.000

2.550.722.958

628.461.618

2.527.891.999

53.500.000

2.788.864.242

816.920.305

366.935.000

122.000.000

9.433.520.779

779.175.743

2.741.003.500
211.137.000

8.129.259.704

845.765.647
302.120.000
111.202.500

6.303.361.441

954.893.129
232.357.000
106.432.000

3.001.150.278

659.255.000
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401391

401401

401402

401410

401411

401426

401427

401432

401433

401441

401442

401457

401458

401463

Pengadilan
Agama
Trenggalek
Pengadilan
Agama Blitar

Pengadilan
Agama Blitar
Pengadilan
Agama Nganjuk

Pengadilan
Agama Nganjuk
Pengadilan
Agama Malang

Pengadilan
Agama Malang
Pengadilan
Agama Pasuruan

Pengadilan
Agama Pasuruan
Pengadilan
Agama Bangil

Pengadilan
Agama Bangil
Pengadilan
Agama
Probolinggo

Pengadilan
Agama
Probolinggo
Pengadilan
Agama Kraksaan

53

52

51

52

53

52

51

52

53

52

51

52

53

52

51

52

53

52

51

52

53

52

51

52

53

52

51

52
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177.500.000
39.000.000
7.155.909.000
730.970.000
150.000.000
85.000.000
2.982.166.000
788.228.000
239.520.000
26.000.000
5.417.398.000
751.992.000
117.000.000
40.000.000
3.917.932.000
634.756.000
127.500.000
29.500.000
3.341.692.000
808.919.000
170.000.000
40.000.000
3.291.926.000
800.919.000
282.500.000
29.000.000

3.222.317.000

671.635.000

177.400.000
39.000.000
7.137.649.931
707.749.910
149.750.000
81.700.000
2.544.220.757
784.365.318
239.138.000
25.950.000
5.401.081.956
737.137.701
116.661.800
30.784.000
3.773.254.405
634.422.436
127.500.000
29.494.000
2.878.253.895
778.685.843
169.865.000
40.000.000
2.461.825.637
778.685.843
281.894.500
29.000.000

3.186.822.852

668.826.954
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401464

401472

401473

401488

401489

401494

401495

401508

401509

401514

501515

401520

401521

401539

401540

Pengadilan
Agama Kraksaan
Pengadilan
Agama Lumajang

Pengadilan
Agama Lumajang
Pengadilan
Agama Madiun

Pengadilan
Agama Madiun
Pengadilan
Agama Magetan

Pengadilan
Agama Magetan
Pengadilan
Agama Ngawi

Pengadilan
Agama Ngawi
Pengadilan
Agama Ponorogo

Pengadilan
Agama Ponorogo
Pengadilan
Agama Pacitan

Pengadilan
Agama Pacitan
Pengadilan
Agama
Pamekasan

Pengadilan

53
52

51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52

53
52
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135.000.000
44.000.000

8.528.306.000
939.135.000
142.500.000
125.000.000
3.586.084.000
753.135.000
235.000.000
80.500.000
3.430.275.000
713.232.000
152.500.000
21.000.000
3.516.369.000
722.791.000
322.500.000
6.000.000
5.002.408.000
634.616.000
191.500.000
9.600.000
3.234.437.000
864.196.000
142.500.000
26.000.000
2.686.242.000
804.816.000

196.000.000
21.000.000

134.785.000
43.837.000

7.694.470.848
922.706.791
142.432.500
124.900.000
3.563.827.486
713.999.426
233.640.750
80.500.000
3.209.844.739
697.380.855
151.215.000
20.932.000
3.171.649.638
718.576.797
321.704.000
5.056.000
3.674.694.638
626.576.450
191.500.000
9.600.000
2.371.820.838
863.196.272
142.500.000
25.696.000
2.562.382.248
795.873.000

196.000.000
21.000.000



401545

401546

401551

401552

401560

401561

401576

401544

403030

403031

403046

403047

450737

450738

Agama
Pamekasan
Pengadilan
Agama Bangkalan

Pengadilan
Agama Bangkalan
Pengadilan
Agama Sampang

Pengadilan
Agama Sampang
Pengadilan
Agama Sumenep

Pengadilan
Agama Sumenep
Pengadilan
Agama Kangean

Pengadilan
Agama Kangean
Pengadilan
Agama Kab.
Madiun

Pengadilan
Agama Kab.
Madiun
Pengadilan
Agama Kediri

Pengadilan
Agama Kediri
Pengadilan
Agama Tuban

Pengadilan

51

52
53
52

51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52
53
52
51
52

53
52
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3.170.240.000

873.631.000
142.500.000
36.000.000

2.725.360.000
601.472.000
5.487.246.000
28.000.000
2.831.550.000
994.584.000
338.200.000
55.500.000
2.245.438.000
614.403.000
130.000.000
31.500.000
3.394.242.000
791.404.000
142.500.000
12.000.000
2.562.078.000
764.987.000
142.500.000
27.500.000
6.747.095.000
728.624.000

197.500.000
91.500.000

3.085.471.235

872.062.938
142.092.500
35.934.000

2.683.712.492
560.905.491
5.305.209.500
24.460.000
2.568.453.935
979.501.986
336.840.500
55.500.000
2.109.622.692
603.301.242
129.608.800
31.500.000
2.783.010.706
791.103.060
142.500.000
9.172.000
2.274.829.562
763.221.300
142.120.000
24.956.000
6.743.807.600
728.561.151

197.010.000
90.600.000
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- Agama Tuban
604730 Pengadilan 51 7.387.929.000  7.354.327.707
Agama Kab.
Malang
52 1.255.058.000  1.254.731.500
53 175.000.000 174.840.500
604731 Pengadilan 52 194.000.000 194.000.000
Agama Kab.
Malang

Tabel 3.18 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Se-Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017

D.2.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA merupakan wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang
berlaku mulai tahun anggaran 2005 berupa daftar isian yang memuat
uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian
kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta
pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga.

Pada tahun anggaran 2017, DIPA terdiri atas DIPA Induk dan
DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi/rangkuman dari DIPA
milik satuan kerja (satker) yang disusun oleh Pengguna Anggaran untuk
satu unit eselon I dan ditandatangani oleh Pejabat eselon I sebagai
penanggungjawab program yang memiliki alokasi anggaran. Pada DIPA
Induk, Pejabat eselon I membubuhkan tanda tangan sebagai tanda
pengesahan atas dokumen DIPA. Pada DIPA Petikan yang diperuntukan
bagi satker tidak diperlukan tanda tangan basah. Namun keabsahan DIPA
Petikan tetap dapat terjamin karena melalui otomatisasi sistem, pada
setiap DIPA Petikan akan diberikan kode pengaman berupa digital stamp.

Pada tahun anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya menerima 2 (dua) DIPA dari eselon I Mahkamah Agung,

yaitu:
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1. DIPA Badan Urusan Administrasi (kode 005.01)
2. DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama (kode 005.04)

D.2.2 Pencairan Anggaran

Model pencairan dana bagi Satker ada 2 jenis, yaitu model
langsung (LS) dan uang persediaan (UP). Contoh pencairan dana dengan
menggunakan LS misalnya gaji dan tunjangan, lembur, uang makan,
remunerasi, perjalanan dinas, belanja diatas Rp. 50.000.000 kepada satu
rekanan (kecuali honor), dan pembayaran kepada pihak ketiga,
sedangkan dengan metode uang persediaan misalnya belanja barang
operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan

dinas.

D.2.2.1 Belanja Pegawai

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belanja pegawai

dipergunakan untuk :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Pembayaran belanja pegawai gaji dilaksanakan secara langsung
kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara
giral. Namun apabila Satker masih menghendaki pembayaran secara
tunai, maka hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat
dispensasi dari Kepala KPPN yang memuat pernyataan KPA
bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji
apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan atau sebab lain.

2. Belanja Uang Makan PNS
Pembayaran uang makan diberikan kepada pegawai yang bekerja
pada hari kerja yang ditetapkan maksimal 22 hari kerja.
Pengajuan pembayaran uang makan untuk diterbitkan SPM dan
SP2D dilampiri dengan Daftar Perhitungan Uang Makan yang

. 97
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%,
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa
PA/PPK, SPP, SSP PPh Pasal 21, SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

3. Belanja Uang Lembur PNS

Pembayaran uang lembur diberikan kepada pegawai yang bekerja
pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja yang telah ditetapkan
atas perintah atasan dengan surat perintah.
Pengajuan pembayaran uang lembur untuk diterbitkan SPM dilampiri
dengan Daftar Perhitungan Uang Lembur yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK, Surat Perintah Kerja
Lembur, Daftar Hadir Kerja, Daftar Hadir Lembur, SPP, SSP PPh
Pasal 21 dan SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

4. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

SPM belanja pegawai gaji terdiri dari beberapa jenis pembayaran
yaitu gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, uang duka
wafat/tewas. SPM-LS Belanja Pegawai yang diajukan ke KPPN harus
disertai dokumen/persyaratan pendukung sesuai jenis permintaan
pembayaraannya.

Daftar gaji dibuat dengan menggunakan aplikasi GPP Satker, dan
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan PPABP.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga bertugas menghimpun
pengajuan dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja
(Remunerasi) dari satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya.
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ik
Pengajuan remunerasi dilakukan tiap bulan dan sejak bulan
September 2014 wajib menggunakan aplikasi Komunikasi Data Nasional

(Komdanas) http://komdanas.mahkamahagung.go.id.

Aplikasi Komdanas merupakan aplikasi intranet yang dibuat
Mahkamah Agung RI, selain untuk menghindari kesalahan perhitungan,
penggunaan aplikasi Komdanas dilakukan dalam rangka mendukung
rencana pengajuan dan pertanggungjawaban yang bersifat paperless serta
pelaksanaan Program Elektronik Audit (e-Audit) yang dilaksanakan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan RI.

D.2.2.2 Belanja Barang Operasional

Merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai yang
dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan
kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran
terdiri dari antara lain:
1. Belanja keperluan perkantoran
Belanja pengadaan bahan makanan
Belanja penambah daya tahan tubuh
Belanja bahan
Belanja pengiriman surat dinas

Honor yang terkait dengan operasional satker

N o @k LN

Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon,

dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni

8. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai
gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional)

9. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (Pengeluaran untuk

membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat

kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat)
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10. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai
pemeliharaan asset yang terkait dengan pelaksanaan operasional
satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang
dikapitalisasi

11. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satker

12. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

D.2.2.3 Belanja Barang Non Operasional
Merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai

dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan

umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri

antara lain:

a. Honor yang terkait dengan output kegiatan

b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi
kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK,
uang saku, uang transport lokal, biaya akomodasi yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan berkenaan

c. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja

d. Belanja jasa profesi

e. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan
target kinerja

f. Belanjajasa

g. Belanja perjalanan

D.2.2.4 Belanja Modal
Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belanja modal

dipergunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan. Pencairan

. 100
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dana belanja modal dilakukan secara langsung (LS) artinya pembayaran
melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening pihak

ketiga/rekanan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

D.2.3 Pembukuan Bendahara

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
APBN harus dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu. Pembukuan
bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku
Pengawasan Anggaran.

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.05/2013, sedangkan  Petunjuk  Teknis  Penatausahaan,
Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara diatur oleh Dirjen Perbendaharaan dengan peraturannya

Nomor Per-3/PB/2014.

D.2.4 Pajak

Setiap bendaharawan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Bendaharawan pemerintah wajib melakukan pemotongan
dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan PPN dan PPn
BM yang besarannya diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku, antara lain:
- Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 23/26
- Pajak Penghasilan yang bersifat final

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBm)
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Setelah memungut dan memotong pajak-pajak tersebut,
bendaharawan wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan dan
pemungutan yang telah dilakukan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
telah mengimplementasikan pembayaran pajak melalui simphoni dan

secara bulanan melakukan laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

D.2.5 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan. Penerimaan ini secara khusus telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya. PNBP di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu PNBP Umum untuk DIPA BUA
(01) dan PNBP Fungsional untuk DIPA Dirjen (04). Jumlah PNBP Umum
untuk DIPA (01) tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
adalah sebesar Rp. 32.173.383,- dan PNBP Fungsional untuk DIPA (04)
tahun 2017 sebesar Rp. 2.715.000,-.

Sedangkan jumlah PNBP Umum untuk DIPA (01) Pengadilan
Agama Se Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp. 1.174.873.162. Dan jumlah
PNBP Fungsional untuk DIPA (04) Pengadilan Agama Se Jawa Timur
tahun 2017 sebesar Rp. 5.960.357.475,-.

D.2.6 Kerugian Negara

Adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai. Penyebab terjadinya kerugian negara adalah
bencana alam, perampokan/pencurian, penggelapan uang/BMN,

kelalaian, atau dengan perbuatan melawan hukum. Undang-Undang No
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1 tahun 2004 pasal 59 ayat (2) berbunyi “Bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian

tersebut”.

D.3 Pelaporan Anggaran

D.3.1 Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Aplikasi SAIBA merupakan implementasi dari Sistem Akuntansi
Instansi Berbasis Akrual, yang digunakan oleh Satker untuk menghasilkan
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Untuk kemudian tiap bulan
Arsip Data Komputer (File Kirim dan Backup) SAIBA Satker dilakukan
proses rekonsiliasi dengan KPPN, yang bertujuan untuk penyamaan data
realisasi belanja dan pendapatan mulai tahun 2017 ini dilaksanakan secara
elektronik melalui aplikasi e-rekon.

Selain melakukan pengiriman data ke KPPN setempat, Satker juga
berkewajiban untuk melakukan pengiriman ADK SAIBA (dari hasil
rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar) tiap bulan ke koordinator
wilayah dan mengupload backup data ke aplikasi KOMDANAS.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas menghimpun ADK
SAIBA pengadilan agama se Jawa Timur (38 satker) untuk kemudian
diserahkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Korwil DIPA 01.

Sedangkan sebagai Koordinator Wilayah DIPA 04, dengan adanya
aplikasi e-rekon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkewajiban
memantau satker yang ada dibawahnya untuk menganalisa transaksi
yang tidak wajar seperti saldo tidak normal, aset belum diregister,

realisasi tanpa pagu dll.
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D.3.2 Laporan PNBP

Merupakan laporan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan
masing-masing Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban atas PNBP
yang ditatausahakan. Satker memiliki kewajiban untuk menyampaikan
Laporan Bulanan Realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan
Laporan Realisasi PNBP triwulan yang disampaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir sebagaimana
telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan SATKER harus melakukan juga
laporan melalui aplikasi SIMARI online.

D.3.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Menurut Program (format DJA)
Adalah laporan yang menggambarkan dana DIPA yang tersedia
dan penyerapan anggaran setiap bulannya, serta dibedakan dalam 3 (tiga)

jenis belanja yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

D.3.4 Laporan Aplikasi e-Monev Bappenas

Aplikasi  e-Monev ~ Pemantauan  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Tahun 2015 merupakan optimalisasi dari Aplikasi
Pelaporan PP 39/2000 (off-line) sebelumnya. Dalam memantau
pelaksanaan kegiatan, sistem e-Monev memonitor dari dua aspek, yakni
realisasi anggaran dan realisasi kinerja.

Mekanisme pengumpulan data/informasi untuk pelaporan monev
kinerja program/kegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara
online. Adapun prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai

berikut:
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1. Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UKE
I bersama dengan penanggung jawab kegiatan (UKE II) melakukan
konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan
dan target anggaran kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai
dengan Triwulan IV (kumulatif);

2. Selanjutnya, UKE I K/L cq. SetDitjen/unit kerja dengan fungsi sejenis,
melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja
(seluruh indikator sasaran kegiatan) secara online melalui sistem e-
Monev paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir;

3. Menteri/Pimpinan Lembaga (cq. Kepala Biro Perencanaan), memeriksa
dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I melalui aplikasi e-

Monev paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.

D.3.5 Laporan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran

Aplikasi ini merupakan implementasi pasal 18 ayat (1) PMK No.
249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas
Pelaksanaan RKA-KL yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan
Lembaga menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja untuk setiap program K/L
yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.

Pada Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran, satker harus merekam
realisasi volume output dan persentase perkembangan pencapaian

output.

D.3.6 Laporan TGR

Laporan perkembangan TGR berisi informasi mengenai uraian
singkat kerugian negara dan status TGR tanggal tertentu. Laporan ini
disampaikan segera setelah terjadi perkembangan penyelesaian kerugian
negara maupun ketika timbul kerugian negara yang baru. Laporan TGR

disampaikan oleh Satker segera setelah triwulan berakhir.
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E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Publikasi Perkara (Oxne Day One Publish)

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Pengadilan
terus melakukan inovasi secara terus menerus, terutama dalam bidang
publikasi putusan. Setelah selesai sidang, maka saat itu juga dilakukan
publikasi kedalam website. Sehingga para pihak yang berperkara dapat
dengan mudah mengetahui hasilnya. Berikut publikasi perkara

Pengadilan Agama sewilayah PTA Surabaya selama tahun 2017 :

No Satuan Kerja Perkara Putus Sisa Upload
Yang Upload %
Ditangani
1  PA Bojonegoro 3.493 3.227 266 3.232 100,15
2 PA Surabaya 9.523 8.128 1.395 8.020 98,67
3  PA Mojokerto 3.759 3.349 410 3.272 97,70
4  PA Kab Kediri 4.833 4.355 478 4.247 97,52
5  PA Jember 8.553 7.834 719 7.608 97,12
6 PA Tulungagung 4.194 3.526 668 3.36 95,41
7  PA Jombang 3.761 3.333 428 2.982 89,47
8 PA Banyuwangi 8.331 6.936 1.395 5.991 86,38
9  PA Sidoajo 5.420 4.613 807 3.961 85,87
10 PA Malang 3.708 3.129 579 2.581 82,49
11 PA Blitar 5.702 4.789 913 2.257 47,13
12 PA Lumajang 4.493 3.904 589 1.656 42,42
13 PA Tuban 3.790 3.349 441 1.308 39,06
14 PA Kab Malang 9.755 8.386 1.369 1.796 21,42
15 PA Pasuruan 2.269 2.134 135 2.135 100,05
16 PA Lamongan 3.327 2.921 406 2.921 100,00
17  PA Ponorogo 2.933 2.657 276 2.657 100,00
18 PA Bondowoso 2.686 2.526 160 2.526 100,00
19 PA Trenggalek 2.793 2.547 246 2.505 98,35
20 PA Pamekasan 2.322 2.118 204 2.069 97,69
21 PA Nganjuk 2.876 2.549 327 2.436 95,57
22 PA Bangil 2.552 2.213 339 2.036 92,00
23 PA Sampang 2.141 1.966 175 1.808 91,96
24 PA Pacitan 1.122 1.049 73 960 91,52
25 PA Kraksaan 3.191 2.897 294 2.593 89,51
26 PA Kab Madiun 2.092 1.730 362 1.536 88,79
27  PA Gresik 2.720 2.450 270 2.140 87,35
28 PA Situbondo 2.519 2.359 160 1.944 82,41
29 PA Sumenep 2.260 2.005 255 1.615 80,55
30 PA Ngawi 2.402 2.000 402 1.600 80,00
31 PA Bangkalan 2.877 2.684 193 1.426 53,13
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32 PA Magetan 1.760 1.571 189 829 52,77
33 PA Kediri 1.089 945 144 941 99,58
34 PA Bawean 248 226 22 225 99,56
35 PA Madiun 536 469 67 466 99,36
36 PA Probolinggo 783 734 49 715 97,41
37 PA Kangean 647 553 94 514 92,95
Tabel 3.19 Rekapitulasi One Day Publish Perkara
Sampai dengan tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi

informasi, diantaranya yaitu :

Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware), jaringan lokal (LAN)
dan internet (WAN) serta perangkat CCTV;

Pengembangan jaringan komputer (Networking) dengan memisahkan
jaringan (LAN) Hakim, Kesekretariatan dan Kepaniteraan;

Penyediaan titik-titik jaringan (LAN) baru bagi user yang
membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja sehari-hari;
Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan
full Wi-Fi yang terkoneksi dengan Fiber Optik pada tahun 2017.
Peningkatan mesin absensi pegawai yang dapat melakukan scanning
sidik jari (finger print) dan wajah (face scan) dan secara online;
Menyediakan hadisk untuk file sharing antar bagian dengan teknologi
NAS.

Disamping pengembangan pada perangkat keras (hardware),

Pengadilan Tinggi Agama juga telah melakukan pengelolaan dan

pengembangan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu:

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Tim Teknologi Informasi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyusun dan mengembangkan
suatu aplikasi baru yaitu Sistem Informasi Absensi Pegawai Online
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%,
yang berguna untuk memantau laporan absensi di Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur secara Online
dan real time, sehingga memudahkan dalam pelaporan dan
pengawasan absensi dan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan
pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

- Pemanfaatan SIPP versi 3.2.0 yang dikembangkan oleh Mahkamah
Agung R.I untuk mengelola administrasi perkara pada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya

- Pengembangan website pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu

http://www.pta-surabaya.go.id dengan melakukan peningkatan

system security, perbaikan pada konten dan interface, serta
penyempurnaan menu-menu website sehingga dapat memudahkan
pengunjung untuk mengakses isi website, sehingga pada tahun 2014
website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendapatkan
penghargaan sebagai 10 besar website terbaik secara nasional;

- Pemanfaatan aplikasi SIMAK-BMN, SIMANTAP dan Aplikasi
Persediaan yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan R.IL
untuk mengelola barang inventaris pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan yang terbaru yaitu aplikasi SIMAN BMN;

- Pemanfaatan aplikasi-aplikasi pada sub bagian keuangan dan sub
bagian perencanaan diantaranya yaitu, Aplikasi SAIBA, SIMFONY,
SAS, GPP, RKA-KL, SIRUP dan PP 39 yang dikembangkan oleh
Kementerian Keuangan R.I. untuk merencanakan, mengelola, dan
melaporkan keuangan DIPA pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya;

- Pemanfaatan aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Online)

yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI;
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- Pemanfaatan aplikasi perpustakaan SliMS (Senayan Library
Management Systems) yang dikembangkan oleh Depdiknas untuk
mengelola perpustakaan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
yang sudah terkonfigurasi dengan website.

- Pemanfaatan aplikasi Jaringan Digital dan Informasi Hukum dari Biro

Humas dan IT Mahkamah Agung RI yang sudah teritegrasi dengan

website.

F. REGULASI TAHUN 2017
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya telah menetapkan beberapa kebijakan dan regulasi
selama tahun 2017 terutama pada peningkatan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan  terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia
aparatur. Pembagian 8 (delapan) area, yaitu :
1. Manajemen Perubahan

Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari

sistim dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya

kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan

sasaran  Reformasi  Birokrasi. =~ Adapaun sasarannya adalah

meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir

dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan

kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Oleh karena
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itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mewujudkannya pada
tahun 2017 diantaranya :

a. Membuat Regulasi Tim Reformasi Birokrasi untuk melakukan
pembinaan pada internal satuan kerja dan Pengadilan Agama
tingkat pertama,

b. Sosialisasi Program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu
Peradilan Agama kepada semua Pengadilan Agama se Jawa Timur.

c. 10 Pengadilan Agama telah meraih sertifikat Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu Periode Agustus s.d Nopember 2017 dan 15
Pengadilan Agama Periode Nopember 2017 s.d Maret 2018.

d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai dengan melakukan
pembinaan pada pegawai internal dan Pengadilan Agama
Tk.Pertama

e. Mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang teknis
peradilan dan kesekretariatan.

f. Implementasi system informasi absensi pegawai online pada
Pengadilan Agama se Jawa Timur.

g. Perintah implementasi SIPP 3.2.0 sebelum Januari 2018.

2. Perundang-undangan

Area ini bertujuan meningkatkan effektifitas pengelolaan peraturan

perundangan- undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/

Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya

tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan

yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga, meningkatnya
effektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Diantaranya :

pembuatan SOP sebagai pedoman pelaksanan tugas.
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Area ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem
organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan
tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai  adalah ;
menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan
meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok.
Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
pelaksanaannya diantaranya pembuatan Uraian tugas / Job Discription
sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
4. Penataan Tata Laksana

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem,
proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efesien dan terukur pada
suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
meningkatnya penggunaan tehnologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi
dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya
kinerja di pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam implementasinya dalam organisasi telah
menggunakan aplikasi baik SIPP, SIKEP, e PUPNS untuk kepagawaian,
SIMAN BMN, SIRUP, PERSEDIAN untuk barang milik negara serta
SPIP dan APIP .Untuk pengukuran pencapaian adalah dengan
terbangunnya IKU dan survey capaian kinerja sebagaimana wujud dari
Perjanjian Kerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) setiap tahun.
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5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur

yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis,

kompetensi, trasparan., serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan
kesejahteraan yang sepandan. Adapun sasaran yang ingin dicapai
adalah :

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
aparatur pada masing-masing lembaga.

c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas
manajemen SDM dan meningkatnya profesinaolisme SDM
Aparatur.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mewujudkannya
adalah dengan menertibkan SIKEP Online sehingga akan memudahkan
pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan
mutasi rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, sedangkan untuk
meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan absensi online
melalui finger dan dilaporkan kepada Wakil Ketua sebagai Ketua tim
pengawasan.

6. Penguatan Akuntabilitas

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
ankuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai
adalah : meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya
akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem
yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
serta peningktan kwalitas laporan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya untuk pelaksanaannya adalah



| %m Bab I11

“gv Pembinaan Dan Pengelolaan
A

a. Membuat IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis TI,

b. Melakukan  pengawasan masing-masing bidang  secara
berkesinambungan.

c. Melakukan bimbingan teknis pada pegawai pengadilan untuk
peningkatan kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang

bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan
keuangan negara dan pengelolaan aset negara.

b. Meningkatnya status opini BPK tehadap pengelolaan keuangan
negara.

c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam implentasi
pada area ini adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun
Keuangan Perkara dengan secara rutin dan berkala serta memasukan
dalam Website satuan kerja sedang untuk perkara menggunakan
aplikasi SIPP dan secara internal telah ditunjuk Pengawas Bidang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran
yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( cepat, murah, biaya
ringan).

b. Meningkatnya jumlah wunit pelayanan yang memperoleh

standarisasi pelayanan internasional.

c. Meningkatnya indeks kepuasan terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik.
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  untuk pengukuran
pelaksanaan pada area ini telah melakukan peningkatan dan evaluasi
meja informasi sebagai sarana melayani masyarakat dan stakeholder
memberikan informasi secara langsung, menyediakan nomor telepon
dan email pengaduan,kotak saran yang ditempatkan di sekitar kantor
serta memberikan pembinaan secara terus menerus kepada Pengadilan
Agama di wilayah Jawa Timur. Pada bulan Nopember 2017 10
(sepuluh) Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur yaitu Pengadilan
Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Agama
Pasuruan, Pengadilan Agama Lumajang, Pengadilan Agama Jember,
Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Agama Kab Malang, Pengadilan
Agama Madiun, Pengadilan Agama Magetan dan Pengadilan Agama

Pacitan menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan

Agama dengan nilai A Excelent.
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PENGAWASAN
A. Internal

Dalam tahun 2017 Hakim Pengawas Daerah melakukan
pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya dan Pengadilan Agama sejawa timur diantaranya :

1. Pengawasan setiap 6 bulan sekali oleh Hakim Pengawas Bidang pada
masing-masing bagian pada satuan kerja serta mengirimkan hasil

laporan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

2. Pengawasan dan Pembinaan Reguler pada 37 (tiga puluh tujuh)
Pengadilan Agama pada bulan Maret 2017 meliputi 3(tiga) bidang :

bidang kebersihan, bidang kesekretariatan dan bidang kepaniteraan.

3. Pengawasan pada 5 (lima) Pengadilan Agama dalam rangka mutasi
Ketua yang dilaksanakan pada bulan Juli, meliputi : Pengadilan
Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Ngawi, Pengadilan Agama
Situbondo, Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama

Sampang.

4. Dilakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan langsung di
Pengadilan Agama dalam rangka sertifikasi akreditasi penjaminan
mutu dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Pengadilan Agama, yaitu :
Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan
Agama Pasuruan, Pengadilan Agama Lumajang, Pengadilan Agama
Jember, Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Agama Kab Malang,
Pengadilan Agama Madiun, Pengadilan Agama Magetan dan

Pengadilan Agama Pacitan.
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B. Evaluasi

Evaluasi tentang pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama sejawa timur yang dilaksanakan

tahun 2017 diantaranya:

1. Evaluasi tentang pelaksanaan tugas tahun 2016 pada Pengadilan

Agama sejawa timur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017.

2. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama sejawa timur dengan

pembuatan laporan perkembangan Reformasi Birokrasi.

3. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LKjIP) tahun 2016 pada Pengadilan Agama sejawa timur yang
hasilnya dikirimkan kepada Biro Perencanaan Dan Organisasi
Mahkamah Agung RI dan nilai untuk LKJIP PTA Surabaya dengan
niai AB.

4. Evaluasi terhadap pengaduan yang masuk dan menindaklanjuti

dengan melakukan pemeriksaan.

Selain itu, diadakan pula kegiatan-kegiatan dalam satu tahun

diantaranya :

1. Bimbingan teknis ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tanggal 9 s.d 11 Maret 2017 dengan peserta Hakim

Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama.

2. Sosialisasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tanggal 11
Agustus 2017 dengan peserta Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan

Sekretaris Pengadilan Agama Se Jawa Timur.

3. Pembinaan dan konsultasi program anggaran (RKA-KL) dengan
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peserta Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) dan operator pada

tanggal 8 s.d 10 Nopember2017.

4. Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 04 Oktober 2017
dengan peserta seluruh hakim tinggi dan pegawai Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris

Pengadilan Agama seluruh Jawa Timur.

5. Bimbimbingan teknis SIPP 3.2.0 dan Kesekretariatan tanggal 14

Desember 2017 dengan peserta Panitera, Sekretaris dan operator.
6. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI :

a. Nomor 7 tahun 2017 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

b. Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan
langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di

bawahnya.

c. Nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman penanganan pengaduan
(whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tahun 2017 pada tingkat banding telah memenuhi
target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2016 sebanyak 11
perkara, ditambah yang diterima tahun 2017 sebanyak 550 perkara
maka total keseluruhan 561 perkara, telah berhasil diselesaikan
sebanyak 544 perkara ( 96.97%), sisanya sebanyak 17 perkara (3,03 %).
Sedang pada Pengadilan Agama tingkat pertama sisa tahun 2016
sebanyak 17.233 perkara ditambah yang diterima tahun 2017 sebanyak
110.227 perkara, jumlah keseluruhan 127.460 perkara, yang berhasil
diputus/diselesaikan sebanyak 106.108 perkara, sehingga sisa akhir
tahun 2017 sebanyak 15.295 perkara (11,99%) masih di atas sepuluh

persen ;

. Dari segi kuantitas, perkara yang ditangani di Pengadilan Agama

tingkat pertama terdapat kenaikan. Sama seperti ditingkat Pengadilan
Tingkat Banding terdapat kenaikan. Pada tahun 2017 perkara yang
diterima pada tingkat pertama sebanyak 110.227 perkara, sedang pada
tahun 2016 sebanyak 109.023 perkara. Adapun di tingkat banding pada
tahun 2017 yang diterima 550 perkara, sedang tahun 2016 sebanyak 415

perkara.

. Realisasi Anggaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

DIPA 005.01 TA.2017 Rp.25.879.176.280 atau 98,79% dari PAGU, dan
DIPA 005.04 Rp. 184.367.414 atau 99.75% dari PAGU.

. Realisasi anggaran DIPA 005.01 untuk seluruh satuan kerja Pengadilan

Tinggi Agama dan Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya sebanyak Rp.238.894.534.388 atau 97.45% dari PAGU,
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dan DIPA 005.04 Rp. 2.792.895.914 atau 98.33% dari PAGU.

5. Pelaksanan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan

Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se Jawa Timur baik dalam

bidang administrasi maupun teknis yustisial, tingkah laku dan

perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan

dengan baik dan berjalan secara efektif;

6. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dengan cukup baik, meskipun ada hambatan dari

keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada seluruh satuan kerja

serta keterbatasan anggaran untuk melakukan dukungan kegiatan

(supporting system). Namun dengan potensi yang ada, dengan prinsip

efektif dan efisien secara umum outcome telah sesuai dengan yang

diharapkan guna mendukung visi dan misi Mahkamah Agung.

B.
1.

SARAN

Kepada Mahkamah Agung agar meningkatkan alokasi anggaran untuk
mendukung kegiatan-kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik
pengawasan dan pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana.
Mahkamah Agung wuntuk Badan Diklat KUMDIL mengadakan
sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang Pola Bindalmin yang
telah direvisi, pembinaan teknis dan non teknis untuk peningkatan
kemampuan SDM pegawai Pengadilan;

Mohon alokasi anggaran untuk bimbingan teknis dialokasikan juga
pada Pengadilan Tingkat Banding, untuk mendukung peningkatan

sumber daya manusia yang efektif, efisien dan ekonomis.
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